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BABI 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut 

Puspanlak UU) merupakan salah satu unit kerja dalam Badan Keahlian 

DPR RI yang memberikan dukungan keahilan kepada DPR RI dalam 

melakukan fungsi pengawasan. Adapun tugas dari Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang tersebut, diantaranya adalah terkait 

pemantauan pelaksanaan undang-undang, pemantauan peraturan 

pelaksana undang-undang, dan dukungan penanganan perkara pengujian 

Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Sejak berdiri tahun 2015 silam, 

Puspanlak UU memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

Vlsi 

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Yang 

Profesional dan Akuntabel Daam Memberikan Dukungan Keahlian Kepada 

DPR RI Dalam Menyelenggarakan Fungsi Pengawasan Yang Aspiratif dan 

Akuntabel. 

Misi 

Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang 

Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam 

memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan 

fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan 

Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel; 

Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam 

penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 

1945 yang profesional, tepat waktu akuntabel, dan sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undang 
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Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan 

undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan 

pelaksanaan Undang-Undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, 

dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk mewujudkan vlsi dan misi tersebut, Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang dibantu dengan Kepala Subbagian Tata 

Usaha, Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

Koordinator Bidang Pemantauan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang, 

Koordinator Bidang Penanganan Perkara Pengujian Undang-Undang, 

Analis Hukum, dan Staf/Pelaksana sebagaimana terlihat pada gambar di 

bawah. 

Gambar 1. Struktur Puspanlak UU 
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Lebih lanjut, sebagai bagian dari unit kerja Puspanlak UU, analis hukum 

mempunyai uraian rinci dari tugas dan fungsi antara lain: 

Menyusun laporan pemantauan terkait peraturan pelaksanaan 

Undang-Undang dengan output 3 Buku pemantauan peraturan 

pelaksanaan UU sesuai bidang Komisi II dan Komisi XI. 

Menyusun keterangan atas perkara pengujian Undang-Undang 

dengan output Draft Keterangan DPR RI. 

Melakukan pendampingan Tim Kuasa DPR RI dan menghadiri 

sidang putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka penanganan 

perkara pengujian undang-undang dengan output Kegiatan 

pendampingan Tim Kuasa DPR RI. 

Mengelola database perkara pengujian undang-undang, hasil 

putusan Mahkamah Konstitusi, serta database Undang-Undang 

yang diubah dengan Putusan Mahakamah Konstitusi dengan 

output Draft daftar inventaris perkara pengujian UU di MK tahun 

2019. 

Menyusun laporan penanganan perkara pengujian undang-undang 

setiap masa persidangan dengan output Dokumen Resume/Info 

Judicial Review. 

Terkait pelaksanaan pengerjaan tugas dan fungsi demi mendukung 

pencapaian visi dan misi dari Puspanlak UU, masih ditemui beberapa 

kendala, yang diantaranya: 

a. Penulisan anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan putusan MK 

suatu undang-undang masih dalam bentuk teks. Hal mi 

menyebabkan tampilan dan penyajian anotasi tersebut menjadi 

monoton sehingga kurang menanik untuk dipahami oleh para pihak 

yang membutuhkan data anotasi tersebut. 
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Format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan undang-

undang yang dikerjakan bersama-sama dengan Tim Penyusun 

tidak seragam akibat tidak adanya format penulisan (SOP) yang 

baku atau jelas yang membuat masing-masing orang dalam Tim 

Penyusun menuangkan gaya penulisan yang berbeda-beda dalam 

laporan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut. 

Informasi terkait agenda kegiatan rapat atau diskusi para pakar atau 

para pemangku kepentingan yang akan dilakukan secara rutin 

masih sering menimbulkan miskomunikasi dan kerap kali 

terabaikan. Hal mi disebabkan oleh tidak tersedianya platform 

database tetap, yang dapat menginformasikan dengan jelas setiap 

agenda rapat atau diskusi yang akan dilakukan setiap harinya. 

Mengingat pentingnya untuk visi dan misi Puspanlak ini dapat terwujud, 

seharusnya terkait Penulisan anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan 

putusan MK dapat disajikan menjadi lebih variatif agar dapat Iebih mudah 

untuk dipahami oleh para pihak yang membutuhkan data anotasi tersebut. 

Kemudian, terkait format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan 

undang-undang yang dikerjakan bersama-sama dengan Tim Penyusun 

seharusnya juga dapat dirumuskan sebuah format penulisan (SOP) yang 

baku agar penulisan laporan menjadi lebih rapih dan seragam. Terakhir, 

terkait informasi agenda kegiatan rapat atau diskusi para pakar atau para 

pemangku kepentingan yang akan dilakukan secara rutin seharusnya 

disediakan platform database tetap yang dapat menginformasikan dengan 

jelas setiap agenda rapat atau diskusi yang akan dilakukan setiap harinya, 

dimana hat mi bertujuan untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi 

hingga terabaikannya agenda tersebut. 
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OIeh karenanya, dengan melihat kondisi-kondisi yang telah disebutkan 

sebelumnya, maka diambil beberapa identifikasi isu yang dapat dianalisis 

Iebih lanjut, yaitu: 

Penulisan anotasi ayaflpasal yang dibatalkan dengan putusan MK 

suatu undang-undang masih dalam bentuk teks dan tebal. 

Format penulisan pada taporan peraturan pelaksanaan undang-

undang yang dikerjakan bersama-sama dengan Tim Penyusun 

masih perlu untuk diperbaharui. 

informasi terkait agenda kegiatan diskusi dengan para pakar atau 

para pemangku kepentingan yang akan dUakukan setiap harinya 

masih bisa ditingkatkan efektifitasnya. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis ketiga isu tersebut diatas, 

ialah dengan menggunakan identitikasi USG (Urgency, Seriousness, 

Growth) dimana teknik tersebut merupakan alat bantu untuk memilih isu 

mana yang sangat USC atau tidak sangat USG. Urgency disini memiliki 

pengertian seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan 

ditindakianjuti. Seriousness terkait dengan seberapa serius suatu isu harus 

dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Growth terkait 

seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak 

ditangani segera. 1  

No Isu Aktual 
Kriteria 

Skor 
USG 

1 Penyajian 	anotasi 	ayatlpasal 	yang 4 4 4 12 

dibatalkan dengan putusan MK suatu 

Irfan Idris, et al. 2019. ANAL/S/S ISU KONTEMPORER: Modul Pe/atihan Dasar Colon Pegawoi Negeri 

Sipil Golongan II dan Golongan Ill. Lembaga Administrasi Negara, hal. 227. 

5 



undang-undang masih dalam bentuk 

teks dan tebal. 

2 Format 	penulisan 	pada 	laporan 3 4 4 11 

peraturan 	peaksanaan 	undang- 

undang 	yang 	dikerjakan 	bersama- 

sama dengan Tim Penyusun masih 

dapat diperbaharul. 

3 Informasi 	terkait 	agenda 	kegiatan 4 3 3 10 

diskusi dengan para pakar atau para 

pemangku 	kepentingan 	yang 	akan 

dilakukan setiap harinya masih bisa 

ditingkatkan efektifitasnya. 

Tabel 1 Identifikasi isu berdasarkan USG 

Keterangan: 

U: Urgency, S: Seriousness; Growth 

Interval penentuan prioritas: 

Angka 1: sangat tidak mendesaklgawat dan berdampak; 

Angka 2 : tidak mendesak/gawat dan berdampak; 

Angka 3 : cukup mendesaklgawat dan berdampak; 

Angka 4: mendesaklgawat dan berdampak; 

Angka 5 : sangat mendesak/gawat dan berdampak. 

Berdasarkan proses identifikasi isu menggunakan kriteria USG 

didapatkan 1 isu prioritas yang akan yang akan dicari penyelesaiannya, 

yaitu: 

"Penyajian anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan putusan MK 

suatu undang-undang masih dalam bentuk teks." 



Isu mi dipilih penulis dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut: 

Urgency. Masih belum efektifnya penyajian anotasi pasal/ayat yang 

dibatalkan dengan putusan MK dalam suatu undang-undang 

karena masih berbentuk teks dirasa penulis merupakan hal yang 

mendesak untuk dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti untuk 

ditemukan solusi permasalahannya. Hal mi mengingat pentingnya 

anotasi tersebut saat digunakan dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi Puspanlak UU. 

Seriousness: Masih belum efektifnya penyajian anotasi pasal/ayat 

yang dibatalkan dengan putusan MK dalam suatu undang-undang 

karena masih berbentuk teks dirasa penulis merupakan hal yang 

mendesak untuk dibahas karena dapat mengakibatkan 

penyampaian informasi dari anotasi tersebut tidak dapat 

tersampaikan dengan baik, meskipun hal tersebut dapat 

memberikan manfaat bagi para pihak yang membutuhkannya. 

Growth: Masih belum efektifnya penyajian anotasi pasal/ayat yang 

dibatalkan dengan putusan MK dalam suatu undang-undang 

karena masih berbentuk teks dirasa penulis bisa memberikan 

dampak buruk apabila tidak ditangani dengan segera, karena 

apabila dibiarkan, hal mi dapat memberikan citra yang kurang balk 

bagi Puspanlak UU. 

Dengan demikian, setelah dilakukannya identifikasi dengan (JSG dan 

mendapatkan isu terpilih, maka muncul gagasan untuk menyelesaikan isu 

tersebut, yakni: 

"Pembuatan Infografis mengenai Anotasi Putusan MK yang Cepat, 

Tepat, Akurat, dan Singkat" 
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TUJUAN 

Tujuan dari pembuatan infografis anotasi Putusan MK yang cepat, tepat, 

akurat, dan singkat mi demi terwujudnya kualitas bantuan dukungan 

keahUan Puspanlak UU yang professional bagi DPR RI, khususnya 

Anggota, dalam menjalankan fungsi pengawasannya. 

MANFAAT 

Manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukannya pembuatan 

mnfografis anotasi Putusan MK yang cepat, tepat, akurat, dan singkat ini, 

yaitu: 

Tampilan dan penyajian akan menjadi Iebih singkat dan 

komprehensif dan mudah dipahami oleh para pemangku 

kepentingan (stakeholder), Anggota DPR RI, dan masyarakat 

apabila disajikan dengan menggunakan alat bantu mnfografis. 

Memudahkan penyaji dalam merangkum pasal/ayat yang 

dibatalkan dengan putusan MK dalam suatu undang-undang. 



BAB II 

PELAKSANAAN AKTUALISASI 

A. RANCANGAN AKTUALISASI 

Unit Kerja 	 : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Identifikasi Isu 	 : 1. Penyajian anotasi ayat/pasal yang dibatalkan dengan putusan MK 

suatu undang-undang masih dalam bentuk teks. 

Format penulisan pada laporan peraturan pelaksanaan undang-

undang yang dikerjakan bersama-sama dengan Tim Penyusun masih 

dapat diperbaharui. 

Informasi terkait agenda kegiatan diskusi dengan para pakar atau 

para pemangku kepentingan yang akan dilakukan setiap harinya 

masih bisa ditingkatkan efektifitasnya. 

Isu yang Diangkat 	: Penyajian anotasi ayatlpasal yang dibatalkan dengan putusan MK suatu 

undang-undang masih dalam bentuk teks. 

Gagasan Pemecahan 	: Pembuatan Infografis mengenai Anotasi Putusan MK yang Cepat, Tepat, 

Isu 	 Akurat, dan Singkat. 



No. Kegiatan Tahapan Kegiatan Output/Hasil Keterkaitan Substansi 
Mata Pelatihan 

Kontribusi Terhadap 
Visi Misi Organisasi 

Penguatan Nilai Organisasi 

Konsultasi - Penyampalan 	konsep - Dokumen 	laporan Penyampaian 	konsep Kegiatan 	ini Kegiatan ini menerapkan nilai- 

Rancangan kegiatan 	aktualisasi hasil 	konsultasi kegiatan 	aktualisasi 	atas mendukung 	visi nilai 	Instansi, 	sebagaimana 

Kegiatan kepada 	Kapus 	Panlak konsep 	kegiatan inovasi (Komitmen Mutu) organisasi 	yaitu berikut: 

Aktualisasi UU; aktualisasi 	dengan yang akan penulis lakukan terwujudnya 
Kapus Panlak UU Puspanlak 	UU 	yang Retigius, 	salam 	saat 

dengan Kapus selaku mentor; disampaikan 	dengan profesional 	dan berkomunikasi dengan Kapus 
Panlak 	UU 

- Pengerjaan 	dan - Dokumen 	hasil penuh 	rasa 	hormat, akuntabel 	dalam Panlak UU selaku mentor dan 
sebagai penyempurnaan konsep penyempurnaan sopari, 	dan 	santun memberikan rekan kerja di Tim Puspanlak 
mentor. kegiatan 	aktualisasi konsep 	kegiatan (Nasionalisme 	Sila 	ke-2 dukungan 	keahlian UU; 

sesuai 	arahan 	Kapus aktualisasi 	sesuai dan Etika Publik) kepada kepada DPR RI dalam Profesional, 	terdapat 
Panlak UU; arahan 	Kapus Kapus Panlak UU selaku menyelenggarakan keterlibatan pihak lain sesuai 

Panlak UU; 
mentor 	Penulis 	untuk 

fungsi 	pengawasan dengan 	kompetensinya 
yang 	aspiratif 	dan masing-masing; 

- Melaporkan 	hasil - Dokumen 	konsep meminta restu, saran, serta akuntabel. Integritas, 	tercermin 	dan 
penyempurnaan konsep kegiatan aktualisasi bimbingan 	atas 	kegiatan Rangkaian 	kegiatan komitmen penulis untuk untuk 
kegiatan 	aktualisasi hasil 	koreksi 	dan aktualisasi 	yang 	akan mi mendukung salah melakukan 	 dan 
kepada 	Kapus 	Panlak arahan 	Kapus penulis 	lakukan 	sesuai satu misi organisasi menyelesaikan 	kegiatan 	ini 
UU. Panlak UU. dengan 	Etika 	Profesi yaitu 	mewujudkan dengan 	sungguh-sungguh; 

(Manajemen ASN). kualitas 	pemberian dan 
dukungan 	keahlian Akuntabel, sumber data yang 

Setelah 	diberikannya kepada 	DPR 	dalam penulis kumpulkan jelas dan 
saran, 	masukan 	dan penanganan 	perkara dapat 
arahan 	terhadap 	konsep pengujian 	undang- dipertanggungjawabkan. 
kegiatan 	aktualisasi yang undang terhadap UUD 
akan 	dibuat 	oleh 	Kapus Tahun 	1945 	yang 

Panlak 	UU, 	Penulis profesional, 	tepat 

kemudian 	melakukan waktu akuntabel, dan 
sesuai 	ketentuan 

pengerjaan peraturan perundang- 
penyempurnaan 	konsep undangan. 
kegiatan aktualisi dengan 
teliti, 	cermat, 	serta 

membutuhkan 	disiplin 
tinggi (Komitmen Mutu, 

Anti Korupsi) agar dapat 
memberikan 	hasil 	yang  
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sesual dengan arahan 
(Etika Publik dan 

Komitmen Mutu) dengan 
penuh tanggung;awab 
(Akuntabilitas). 

Selanjutnya, 	Penulis 
melaporkan 	kembali 
konsep aktualisasi yang 
telah disempurnakan 
sesuai arahan dengan 
penuh hormat dan sopan 

(Etika Publik) untuk 
kemudian dilakukan 
pengumpulan data dan 
konsep aktualisasi yang 
akan penulis lakukan. 

- Mengumpulkan 	data 
anotasi ayat/pasal yang 
dibatalkan 	dengan 
Putusan MK per-
undang-undang sesuai 
hasil konsultasi dengan 
Kapus Panlak UU; 

- Mempelajari 	dan 
menelaah materi yang 
akan dibuat menjadi 
infografis. 

- Melapor 	untuk 
konsultasi terkait data 
materi 	yang 	akan 
dijadikan infografis 
dengan Kapus Panlak 
UU selaku mentor; 

- Dokumen 	rincian 
anotasi ayatlpasal 
yang 	dibatalkan 
dengan 	Putusan 
MK 	per-undang- 
undang; 

- Dokumen ringkasan 
ayatlpasal yang 
dibatalkan dengan 
Putusan MK per-
undang-undang; 

- Dokumen laporan 
hasH 	data materi 
yang akan dijadikan 
infograf is anotasi 
dengan Kapus 
Panlak UU selaku 
mentor; 

Selanjutnya, 	dalam 
mengumpulkan 	data 
anotasi ayat/pasal yang 
dibatalkan melalui Putusan 
MK dan menelaah materi 
yang akan dilakukan 
kajian, maka dibutuhkan 
nilai 	 kejelasan 
(Akuntabilitas), 	yaitu 
mengetahui apa yang 
menjadi 	Tupoksi 
Puspanlak 	UU, 	serta 
transparansi 
(Akuntabilitas) mengenai 
data-data atau materi yang 
akan 	dipelajari 	untuk 
dijadikan sebuah infografis. 
Selain itu, dipenlukan juga 

Pengumpulan 
Data Anotasi 
AyatiPasal 
yang 
dibatalkan 
dengan 
Putusan MK 
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rasa jujur dan tanggung 
jawab 	(Anti 	Korupsi) 

dalam 	 proses 
pengumpulan 	data 	dan 
penelaahan 	materi 	agar 
data yang disajikan dapat 
tervalidasi dengan balk. 

tahapan pembelajaran dan 
penelaahan 	materi 
dilakukan dengan cermat 

(Komitmen 	Mutu) 	demi 
terciptanya 	sebuah 
infografis 	 yang 
bermanfaat. 

Terakhir 	dalam 	kegiatan 
i, 	Penulis 	kembali 
mengkonsultasikan 	data 
materi 	yang 	telab 
dikumpulkan dan dipelajari 
dengan 	hormat 	dan 
sopan (Etika Publik dan 
Nasionalisme Sila 	ke-2) 

kepada Kapus Panlak UU 
selaku 	mentor 	untuk 
kemudian diberikan arahan 
dan 	masukan 	dalam 
proses 	penyusunan 
infografis. 

3 Menyusun - Menyusun infograf is dari Dokumen 	(hard Setelah 	pengumpulan Kegiatan mi menerapkan nhlal- 
infografis anotasi ayatlpasal yang copy) dari infografis data, 	penulis 	kemudian nilai 	Instansi, 	sebagaimana 

ayat/pasal dibatalkan 	dengan anotasi 	yang telah diberikan 	kepercayaan berikut: 

yang Putusan MK dari suatu dibuat; 
(akuntabilitas) oleh Kapus 

undang-undang; 
dibatalkan Panlak UU selaku mentor 
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dengan untuk membuat infografis Religius, 	salam 	saat 
Putusan MK - Melapor 	untuk - Dokumen 	laporan dari anotasi tersebut untuk berkomunikasi dengan Kapus 

konsultasi 	terkait hasil 	konsultasi selanjutnya 	dikerjakan Panlak UU selaku mentor dan 
infograf is 	anotasi infografis 	anotasi dengan 	terlebih 	dahulu 

rekan kerja di Tim Puspanlak 
dengan 	Kapus 	Panlak dengan 	Kapus UU; 
UU selaku mentor; Panlak 	UU 	selaku meneritukan 	target Profesional, 	terdapat 

mentor; penyelesaian (komitmen keterlibatan pihak lain sesual 
mutu) draft awal sebagai dengan 	kompentensinya 

- Melakukan 	perbaikan - Dokumen perbaikan bentuk masing-masing; 
infografis sesual arahan hasil 	pembahasan pertanggungjawaban Integritas, 	tercermin 	dan 
Kapus 	Panlak 	UU dengan 	mentor (akuntabilitas) 	untuk komitmen penulis untuk untuk 
selaku mentor; (Kepala 	Puspanlak 

dikonsultasikan 	dan 
melakukan 	 dan 

UU); menyelesaikan 	penyusunan 
diisempurnakan 	oleh infografis ini dengan sungguh- 

- Menyerahkan 	kembali - Dokumen final yang Kapus Panlak UU selaku sungguh; dan 
hasil perbaikan kepada telah 	diperbaiki mentor. Akuntabel, sumber data yang 
mentor 	(Kepala berdasarkan 	hasil Adapun 	dengan penulis 	pakai 	dalam 
Puspanlak UU). pembahasan dilakukannya konsultasi pembuatan 	infografis 	jelas 

dengan 	mentor dan 	 perbaikan dan 	 dapat 
(Kepala 	Puspanlak 
UU). (Komitmen Mutu) dengan dipertanggungjawabkan. 

Kapus Panlak UU selaku 
mentor 	yang 	dilakukan 
dengan 	penub 	rasa 
hormat dan sopan (Etika 
Publik), 	 akan 
menimbulkan 	hubungan 
kerjasama (Nasionalisme 
Sila ke-2) yang balk dalam 
menghasilkan 	suatu 
produk yang berkualitas 

(Komitmen Mutu). 

Selain 	itu, 	tahapan 
kegiatan 	pembuatan 
infografis 	percobaan 	dan 
penyerahan perbaikan ini 
juga 	membutuhkan 
disiplin 	(Nasionalisme,  
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Etika 	Publik, 	Anti 
Korupsi) yang tinggi agar 
sernuanya 	dapat 
terselesaikan 	dengan 
tepat 	waktu 	sesuai 

dengan 	arahan 	Kapus 
Panlak UU serta target 

(Komitmen 	Mutu) 	yang 
telah 	ditentukan 
sebel urn nya.  

4 Pemaparan - Menyiapkan 	materi - Dokumen Sebelurn 	dilakukan Kegiatan mi rnenerapkan nilal- 
infografis rapat 	pemaparan powerpoint 	rapat pemaparan 	terhadap nilai 	Instansi, 	sebagaimana 

anotasi kegiatan 	aktualisasi pemaparan publikasi infografis penulis berikut: 

ayatlputusan sesuai 	dengan 	hash kegiatan aktualisai; menyiapkan bahan rnateri 
konsultasi 	bersama Religius, salarn saat kegiatan 

yang Kapus 	Panlak 	uu pemaparan 	dengan pernaparan akan dimulai; 
dibatalkan selaku rnentor; berdasarkan 	hasil Protesional, 	terdapat 
dengan 	MK konsultasi bersama Kapus keterlibatan pihak lain sesuai 
terhadap - Melaporkan 	hasil - Dokurnen 	laporan Panlak UU dengan penuh dengan 	kompentensmnya 

seluruh pengerjaan 	materi hasil konsultasi; tanggungjawab rnasing-masing; 

internal sesuai 	arahan 	Kapus (Akuntabilitas) agar tidak Integritas, 	tercermin 	dan 

Puspanlak UU 
Panlak 	UU 	sebelurn 

memberikan 	informasi 
kornitmen penulis untuk untuk 

dilakukan 	pemaparan menyelesaikan 	dan 
kepada seluruh internal yang salah (Manajemen memaparkan hasil pembuatan 
Puspanlak uu; ASN) 	ketika 	dipaparkan infografis anotasi 	mi dengan 

kepada 	seluruh 	internal sungguh-sungguh; dan 
- 	 Penjadwalan 	rapat - Surat 	Undangan Puspanlak uu. Akuntabel, sumber data yang 

internal dengan TU; Rapat; 
Setelah 	menyiapkan penulis pakai dalam persiapan 

- Daftar Hadir Rapat; 
bahan 	 materi, pointer mateni sosialisasi jelas 

- Mernaparkan hasil dan - Laporan 	singkat sebagaimana rapat pada dan 	 dapat 

infografis anotasi 	yang hasil 	pemaparan umumnya, 	penulis dipertanggungjawabkan. 

telah 	diperbaiki 	dan sosialisasi publikasi melaporkan kembali hasil Selain itu, sosialisasi mi juga 

difinalisasi 	sesuai infografis anotasi; perbaikan kepada Kapus merupakan 	 bentuk 
arahan 	Kapus 	Panlak Panlak UU dengan sopan pertanggungjawaban 	penulis 
UU ke seluruh internal dan santun (Etika Publik) akan infografis yang penulis 
Puspanlak UU. 

- Dokumentasi. untuk meminta bantuan 
(Nasionalisme) saran dan 
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bimbingan 	kembali hasilkan 	kepada 	seluruh 
sebelum 	dilakukan internal Puspanlak UU. 
pemaparan 	publikasi 
infografis 	anotasi 	mi 
kepada 	seluruh 	internal 
Puspanlak UU. 
Sebelum 	dilakukannya 
pemaparan 	terkait 
infografis 	anotasi 	ml, 
penulis 	terlbih 	dahulu 
melakukan 	penjadwalan 
kepada 	TU 	Puspanlak 
dengan sopan dan santun 
(Etika 	Publik) 	untuk 
meminta 	bantuan 
(Nasionalisme) 

penjadwalan 	rapat 
pemaparan 	mnfografis 
anotasi irii kepada seluruh 
internal Puspanlak UU. 
Setelah 	jadwal 	disetujui, 
kegiatan 	pemaparan 
kemudian penulis lakukan 
dengan komunikasi yang 
balk 	dan 	sopan 	serta 
penuh rasa hormat (Etika 
Publik) 	 tanpa 
membedakan status dan 

jabatan 	(Nasionalisme) 

seluruh internal Puspanlak 
uu. 
Adapun, 	dengan 
dilakukannya 	pemaparan 
terhadap 	seluruh 	internal 
Puspanlak UU, pembuatan  
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infografis 	ini 	nantinya 
diharapkan 	dapat secara 
konsisten, 	efektif, 	dan 
efisien 	(Akuntabilitas, 
Pelayanan 	Publik) 

dilakukan di Puspanlak UU 
sebagai 	bentuk 	suatu 
pembaharuan yang dapat 
bermanfaat 	bagi 
pencapaian visi dan misi 
dari 	Puspanlak 	UU 
(Komitmen Mutu).  

5 Melapor - Melakukan 	perbaikan - Dokumen infografis Sebelum melaporkan hasil Kegiatan ini menerapkan nhlai- 
kepada Kapus berdasarkan 	hasil yang 	akan 	telah pengerjaan 	aktualisasi nilai 	Instansi, 	sebagaimana 

Panlak 	uu pemaparan selesai diperbaiki; yang telah selesai penulis berikut: 

terkait 	hasH Iaksanakan, 	penulis 
Religius, 	salam 	saat 

pengerjaan 
- Laporan kepada Kapus - Dokumen 	Laporan melakukari 	perbaikan berkomunikasi dengan Kapus 

Aktualisasi Panlak UU terkait hasil hasil konsultasi. kembali 	berdasarkan Panlak UU selaku mentor; 
(Infografis pengerjaan 	Aktualisasi masukan Kapus Panlak Profesional, 	terdapat 
Anotasi) (Infografis Anotasi) yang UU selaku Mentor serta keterlibatan pihak lain sesual 

telah 	 selesai para rekan Analis Hukum dengan 	tugas 	dan 	fungsi 
dilaksanakan. di Internal Puspanlak uu masing-masing; 

(Komitmen 	Mutu) 	saat 
Integritas, 	tercermin 	dan 
komitmen penulis untuk untuk 

kegiatan 	pemaparan melakukan 	 dan 
sebelumnya 	dengan menyelesaikan mi kegiatan mi 
cermat, teliti, dan penuh dengan 	sungguh-sungguh; 
tanggungjawab dan 

(Komitmen 	Mutu 	dan Akuntabel, sumber data yang 

Akuntabilitas) penulis 	pakai 	dalam 

Penulis 	kemudian melakukan 	perbaikan 	jelas 

melaporkan 	kembali dan 	 dapat 

dengan rasa hormat dan dipertanggungjawabkan. 

sopan 	santun 	(Etika 
Publik) 	kepada 	Kapus 
Panlak UU selaku mentor 
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atas 	hasil 	Infografis 
Anotasi 	yang 	telah 
diperbaiki untuk kemudian 
diberikan 	Testimoni 
(Komitmen 	Mutu) 	dan 
arahan 	terkait 	jangka 
panjang 	dari 	kegiatan 
aktualisasi mi nantinya.  

6 Testimoni - Melakukan pengambilan - Dokumentasi 	saat Dalam tahap testimoni atas Kegiatan mi menerapkan nilal- 
Infografis gambar video testimoni pengambilan kegiatan 	aktualisasi 	ini, nilai 	Instansi, 	sebagaimana 
Anotasi dengan 	Kapus 	Panlak gambar untuk video Penulis 	akan 	melakukan berikut: 

Pasal/Ayat UU, Koordinator Bidang testimoni; pengambilan 	gambar 
Panlak 	UU 	dan Religius, salam saat kegiatan 

yang Penanggungjawab terlebih 	dahulu 	dengan akan bertemu para pihak yang 
dibatalkan Anotasi 	 saat Kapus 	Panlak 	UU, dapat melakukan testimoni; 
dengan memberikan 	testimoni Koordinator Bidang Panlak Profesional, 	terdapat 
Putusan MK atas Infografis Anotasi; UU dan Penanggungjawab keterlibatan pihak lain sesuai 

Anotasi terkait terstimonji dengan 	kompentensinya 
- Menyusun - Video finaltestimoni infografis anotasi, adapun masing-masing; 

video/dokumen dampak 	infografis pengambilan 	video 
Integritas, 	tercermin 	dan 

testimoni. anotasi yang akan komitmen penulis untuk untuk 
di rasakan testimoni 	ml 	penulis menyelesaikan 	dan 

lakukan 	dengan 	penuh memaparkan hasil pembuatan 
rasa hormat dan sopan infografis anotasi 	mi dengan 
(Nasionalisme) 	dengan sungguh-sungguh; dan 

tentunya menyiapkan juga Akuntabel, sumber data yang 

sejumlah 	infograf is 	yang penulis pakai dalam membuat 

telah 	dibuat 	dengan 
infografis dan video testimoni 
jelas 	dan 	dapat 

cermat (Etika Publik) dan dipertanggungjawabkan. 
penuh tanggung jawab 

(akuntabititas) 	untuk 
diberikan kemudian dibuat 
video testimoni mengenai 
manfaat 	yang 	akan 
diberikan dari infografis 
mi 	bagi 	Anggota 	DPR 
dan 	masyarakat 	yang  
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membutuhkannya. 
(Komitmen Mutu). 

Setelah 	terkumpulnya 
video 	tersebut, 	penulis 
akan 	menyusun 	video 
testimoni 	itu 	agar 	dapat 
disajikan dengan menarik 
saat 	Seminar 	Akhir 
Kegiatan Aktualisasi.  

a. PENJELASAN PERUBAHAN TABEL KEGIATAN AKTUALISASI 

Kegiatan Keempat 

Rancangan Aktualisasi Sebelumnya 	 : Melakukan koordinasi dengan Bagian Humas Bidang Data Teknologi dan Informasi (selanjutnya disebut BDTI) 

Rancangan Aktualisasi Terbaru 	 Pemaparan infografis anotasi ayat/putusan yang dibatalkan dengan MK terhadap seluruh internal Puspanlak UU 

Alasan Perubahan 	 Kegiatan Keempat yang terdapat dalam rancangan kegiatan aktualisasi yang dipaparkan di Kopo ialah 

melakukan koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) DPR RI, melakukan presentasi, serta 

melakukan publikasi melalui website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, namun dalam rancangan 

aktualisasi terbaru hal tersebut akan menjadi tindakan lanjutan dari program aktualisasi mi, dalam arti tahapan 

kegiatan tersebut akan dilakukari sebagai target jangka panjang setelah selesainya program aktualisasi dan 

CPNS. Hal tersebut dikarenakan produk infografis yang akan dihasilkan akan menjadi produk kelembagaan dan 

Badan Keahlian DPR RI khususnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, sehingga harus secara 

seksama dan cermat dilakukan validasi terhadap output tersebut, salah satunya dengan cara berkonsultasi 

dengan pimpinan yang berwenang, sehingga tidak dapat dilakukan publikasi dalam waktu yang singkat. 

Adapun kegiatan presentasi dan pemaparan terhadap internal Puspanlak UU sebagaimana pada rancangan 

aktualisasi sebelumnya merupakan kegiatan kelima (sosialisasi), didahulukan menjadi kegiatan keempat 

dikarenakan keterbatasan jadwal yang dimiliki oleh Kapus Panlak UU selaku Mentor untuk melakukan kegiatan 

ni di jadwal yang telah disusun sebelumnya. 
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Kegiatan Kelima 

Rancangan Aktualisasi Terbaru 	 : Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil pengerjaan Aktualisasi (Infografis Anotasi) 

Alasan Perubahan Pada kegiatan kelima ini dilakukan sebuah kegiatan melapor yang bertujuan sebagai bentuk validasi akhir dan 

Kapus Panlak VU terhadap hasH pekerjaan kegiatan aktualisasi yang telah diselesaikan, untuk selanjutnya dapat 

dilakukan pemberian testimoni terhadap output dari aktualisasi mi. 
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B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN 
a. Konsultasi dengan Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang selaku Mentor 

Tahapan pertama dalam kegiatan ini adalah menemui Bapak 

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H., selaku Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut Kapus Panlak 

UU) selaku Mentor untuk menyampaikan konsep kegiatan 

aktualisasi serta meminta saran dan masukan atas kegiatan 

aktualisasi yang akan Penulis lakukan atas inovasi (Komitmen 

Mutu) sesuai dengan Etika Profesi (Manajemen ASN). Adapun 

Penulis menemui Mentor dengan penuh rasa hormat, sopan, dan 

santun (Nasionalisme Sila ke-2 dan Etika Publik) pada tanggal 23 

Juli 2019 pukul 14.30 WIB di Ruang 610, Lantai 6 Gedung 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Saat 

berkonsultasi, Mentor yang juga merupakan atasan Iangsung 

Penulis memberikan beberapa masukan dan catatan, yang 

kemudian Penulis tuangkan dalam sebuah laporan, terkait kegiatan 

dalam Rancangan Aktualisasi Penulis untuk selanjutnya dilakukan 

perbaikan (revisi) demi kelancaran kegiatan aktualisasi yang akan 

Penulis Iaksanakan. 

I 

Gambar 2. Konsultasi awal dengan Kapus Panlak UU (23 Juli 2019) 
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Setelah berkonsultasi dengan Mentor, pada tanggal 25 Juli 2019 

Penulis melakukan pengerjaan perbaikan dan penyempurnaan 

kegiatan dalam Rancangan Aktualisasi berdasarkan masukan dan 

catatan dari Kapus Panlak UU selaku Mentor Penulis serta catatan 

Penguji saat Seminar Rancangan Aktualisasi untuk penambahan 

kegiatan dan tahapan kegiatan (Konsultasi dan Testimoni) dalam 

Rancangan Aktualisasi Penulis dengan penuh teliti, cermat, serta 

disiplin tinggi (Komitmen Mutu dan Anti Korupsi) agar 

memberikan hasil yang sesuai dengan arahan (Etika Publik dan 

Komitmen Mutu) dengan penuh tanggungjawab (Akuntabilitas). 

I i 

I 
Gambar 2.1. Pengerjaan perbaikan dan penyempurnaan 

Rancangan Aktualisasi (25 Juli 2019) 

Selanjutnya, hasil dari perbaikan dan penyempurnaan tersebut 

Penulis konsultasikan kembali kepada Kapus Panlak UU selaku 

Mentor dengan penuh rasa hormat dan sopan santun (Etika 

Publik) pada hari Jumat, tanggal 26 Juti 2019. Pada konsultasi mi, 

Kapus Panlak UU selaku Mentor memberikan arahan untuk mulai 

melakukan pengumpulan data dengan menyesuaikan dengan 

rancangan aktualisasi terakhir yang telah disetujui ini. 
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It 

Gambar 2.2. Laporari Konsultasi Perbaikan dan Penyempurnaan 
Rancangan Aktualisasi (26 Juli 2019) 

b. Pengumpulan Data Anotasi PasallAyat yang dibatalkan dengan 

Putusan MK 

Sesuai dengan arahan Kapus Panlak UU, Penulis mulal 

melakukan kegiatan kedua dalam Rancangan Aktualisasi, yaitu 

pengumpulan data di Minggu ke-2. Pada hari Senin tanggal 29 Juli 

2019, Penulis memulai tahapan pertama dari kegiatan mi dengan 

membuat daftar anotasi dari database yang telah dibuat oleh Mbak 

Reza Azhari, S.H., LL.M selaku Penanggungjawab Anotasi untuk 

kemudian dikonsultasikan dengan Kapus Panlak UL) selaku Mentor 

Penulis. Adapun dengan berkonsultasi mi, diterapkan nilai kejelasan 

(Akuntabilitas) yaitu mengetahui apa yang menjadi dasar sebuah 

Anotasi dapat berkaitan dengan Tupoksi dari Puspanlak UU itu 

sendiri, serta transparansi (Akuntabilitas) mengenai data-data 

atau materi yang akan dipelajari untuk dijadikan sebuat infografis. 
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Gambar 2.3. Database Anotasi 
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Gambar 2.4. Pengumpulan daftar Anotasi 1 (29 Juli 2019) 
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Gambar 2.5. Pengumpulan daftar Anotasi 2 (29 Juli 2019) 

Esok harinya, tanggal 30 Juli 2019, Penulis kembali berkonsultasi 

dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor dengan membawa daftar 

Anotasi yang telah Penulis kumpulkan di hari sebelumnya, untuk 

menyepakati 3 (tiga) Anotasi mana saja yang akan Penulis ringkas. 

Kapus Panlak UU selaku Mentor kemudian memberikan arahan 

pada Penulis untuk meringkas Anotasi yang terlebih dahulu telah 

ditampilkan di webs ite Puspanlak (puspanlakuu.dpr.go.id ) yaitu 

Anotasi Pasal/Ayat yang dibatalkan melalul Putusan MK dalam 

Undang-Undang Pemilihan Umum, Praktik Kedokteran, serta MPR, 

DPR, DPD, dan DPRD (MD3). 
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Gambar 2.6. Konsultasi dengan Kapus Panlak UU (30 Juli 2019) 

Setelah Anotasi tersebut ditentukan, Penulis memulai tahapan 

kedua dalam kegiatan mi dengan mengunjungi website Puspanlak 

UU (puspanlakuu.dpr.go.id ) terlebih dahutu pada tanggal 31 Juli 

2019 untuk melihat dokumen anotasi yang telah diunggah dalam 

website tersebut dalam menu produk - pasal/ayat UU yang 

dibatalkan melalui putusan MK (lihat Gambar 2.7.), setelah itu akan 

muncul daftar anotasi yang telah diunggah (lihat Gambar 2.8.) dan 

Penulis mulai memilih Anotasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) sebagai 

Anotasi pertama yang akan Penulis ringkas. 
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Gambar 2.7. Laman website Puspanlak UU 
(Produk - Pasal/Ayat UU yang Dibatalkan Melalui Putusan MK) 
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Gambar 2.8. Laman website Puspanlak UU 
(Contoh Daftar Anotasi yang Telah Diunggah - Pemilu) 

Penulis kemudian memulai untuk meringkas anotasi Pemilu 

dengan menelaah anotasi dalam website tersebut dengan cermat 

(Komitmen Mutu) yang kemudian dituangkan dalam sebuah 

dokumen rangkuman anotasi pasal/ayat yang telah dibatalkan 

melalui putusan MK. Langkah-Iangkah penulis dalam meringkas 

anotasi tersebut sebagaimana telah penulis jelaskan diatas, juga 
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penulis lakukan untuk 2 (dua) anotasi undang-undang Iainnya, yakni 

lindang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 

(selanjutnya disebut UU Praktik Kedokteran) dan Undang-Undang 

No. 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, 

DPD, dan DPRD (MD3) (selanjutnya disebut UU MD3). 

Gambar 2.9. Pengerjaan rangkuman anotasi (31 Juli 2019) 

Setelah penulis rangkum ketiga anotasi pasal/ayat yang 

dibalalkan oleh putusan MK tersebut, penulis kemudian melakukan 

penelaahan Iebih lanjut pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan 

membuat suatu dokumen yang berisi label data-data mengenai apa 

saja yang akan diinput menjadi suatu infografis, tabel tersebut terdiri 

atas Nomor Putusan, Pasal terkait, Isu, dan Amar Putusan. 

Penelaahan mi penulis lakukan dengan rasa jujur dan penuh 

tanggungjawab (Anti Korupsi) agar data-data yang ditelaah dapat 

tervalidasi atau dipercaya kejelasan sumbernya. 
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Gambar 2.10. Pengerjaan tabel rangkuman anotasi dalam rangka 
penelaahan iebih lanjut (1 Agustus 2019) 

Selanjutnya, hasil pengerjaan tabet tersebut penulis laporkan 

kembali kepada Kapus Pan lak UU selaku Mentor dengan penuh rasa 

hormat dan sopan santun (Nasionalisme Sila ke - 2 dan Etika 

Publik) pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2019 untuk diberikan 

masukan dan persetujuan terkait data-data yang akan disusun 

dalam infografis anotasi pasal/ayat yang dibatalkan melalui putusan 

MK. Saat melapor, penulis ditemani oleh Mbak Reza Azhari s&aku 

penanggungjawab dari anotasi tersebut yang juga turut memberikan 

masukkan mengenai data-data apa saja yang sebaiknya diinput 

pada infografis anotasi tersebut agar infografis yang disusun menjadi 

Iebih komprehensif serta dapat memberikan informasi yang jelas 

bagi Anggota Dewan dan masyarakat yang membacanya di 

kemudian han. 
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Gambar 2.11. Laporan hasil pengerjaan tabel rangkuman materi irifografis 
Anotasi dengan Kapus Panlak UU dan Penanggungjawab Anotasi 

(2 Agustus 201 9) 

c. Menyusun Infografis AyatiPasal yang dibatalkan melalui 

Putusan MK 

Sesual dengan tabel kegiatan yang telah penulis susun, pada 

minggu awal bulan Agustus, penulis mulai diberikan kepercayaan 

(Akuntabilitas) oleh Kapus Panlak UU selaku Mentor penulis untuk 

menyusun infografis dari data-data yang penulis kumpulkan. 

Penyusunan pertama dimulai pada tanggal 5 Agustus 2019, dimana 

penulis mulal membuat infografis anotasi UU MD3 melalui aplikasi 

online, yakni www.visme.co . Pengerjaan infografis anotasi UU MD3 

mi penulis lakukan selama 2 (han) hingga tanggal 6 Agustus 2019 

sebagai bentuk aktualisasi dari target penyelesaian (Komitmen 

Mutu) atas setiap infografis yang penulis kerjakan. Proses 

pengerjaan infografis tersebut dimulai dengan memindahkan data-

data yang ada pada tabel ringkasan ayatlpasal yang dibatalkan 

melalui putusan MK ke lembaran kosong baru yang ada dalam 

dashboard (halaman utama) website tersebut. 



Setelah data-data tersebut berhasil dipindahkan, penulis mulai 

untuk mendesain lembaran tersebut agar dapat terbentuk sebuah 

infografis yang mencakup semua data-data yang telah dikumpulkan 

mengenai UU MD3 dalam 1 (satu) lembar yang menarik dan 

informatif. 

x 
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Gambar 2.12. Pengerjaan Infograf is Anotasi UU MD3 (5 Agustus 2019) 

Pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2019, penulis mulai 

melanjutkan kegiatan penyusunan infografis kedua, yakni Infografis 

Anotasi UU Pemilu. Adapun, Iangkah yang penulis lakukan dalam 

proses pembuatan infografis masih sama dengan Iangkah 

pembuatan infografis sebelumnya. Kegiatan pembuatan Infografis 

Anotasi UU Pemilu mi Penulis lakukan dalam jangka waktu 2 (dua) 

hari hingga tanggal 8 Agustus 2019. 
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Gambar 2.13. Pengerjaan InfografisAnotasi UU PemiIu(7Agustus 2019) 

Tanggal 9 Agustus 2019 yang merupakan hari kerja terakhir 

dalam minggu awal Agustus mi penulis isi dengan melanjutkan 

kegiatan penyusunan infografis ketiga, yakni Infografis Anotasi UU 

Praktik Kedokteran dengan proses pembuatan yang sama dengan 

pembuatan kedua Infografis Anotasi sebelumnya. Adapun 

penyelesaian draft infografis mi merupakan bentuk 

pertanggungjawaban awal (Akuntabilitas) penulis kepada Kapus 

Panlak UU selaku Mentor untuk selanjutnya diberikan masukkan dan 

disempurnakan kembali. 
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Gambar 2.14. Pengerjaan Infograf is Anotasi UU Praktik Kedokteran 
(9 Agustus 2019) 

Di minggu selanjutnya, yakni hari Senin, tanggal 12 Agustus 

2019, penulis melapor kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor 

terkait hasil infografis yang penulis telah kerjakan untuk diberikan 

masukkan mengenai ukuran penulisan dari infografis serta masih 

perlu diubahnya beberapa redaksi dalam infografis tersebut, yang 

selanjutnya penulis tuangkan dalam sebuah Laporan hasil 

Konsultasi dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor. 
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Gambar 2.15. Konsultasi hasil pengerjaan Infografis Anotasi (13 Agustus 2019) 

Slang harinya, di hari dan tanggal yang sama (Selasa, 13 

Agustus 2019), penulis melakukan perbaikan Infografis Anotasi 

sesuai arahan Kapus Panlak UU selaku mentor, sebagaimana 

tercermin dalam gambar-gambar dibawah mi dengan disiplin tinggi 

(Nasionalisme, Etika Publik, dan Anti Korupsi) agar semuanya 

dapat terselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan arahan 

Kapus Panlak UU serta target yang telah ditentukan sebelumnya 

(Komitmen Mutu). Adapun, Kapus Panlak UU selaku mentor 

Penulis memberikan juga memberikan arahan untuk berkonsultasi 

dengan Ibu Dahliya Bahnan, S.H., M.H selaku Kassubag TU 

Puspanlak UU untuk meminta bantuan mengenal penjadwalan 

kegiatan Pemaparan hasil mnfografis di minggu tersebut. Arahan 

konsultasi tersebut menimbulkan hubungan kerjasama 

(Nasionalisme ke-2) yang baik antara internal Puspanlak UU dalam 

mendukung kelancaran kegiatan aktualisasi penulis. 
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Gambar 2.16. Pengerjaan perbaikan Infografis hasH Konsultasi 

(13 Agustus 2019) 
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Gambar 2.17. Konsultasi Penjadwalan Pemaparan dengan Kasubbag 
TU Puspanlak UU (13 Agustus 2019) 
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Esok paginya, di tanggal 14 Agustus 2019, penulis kembali 

menyerahkan hasil perbaikan dari Infografis Anotasi kepada Kapus 

Panlak UU selaku Mentor dimana selanjutnya diberikan persetujuan 

terkait Infografis Anotasi untuk dipaparkan, dan arahan untuk 

menyiapkan materi pemaparan serta berkonsultasi dengan Ibu 

Poedji Poerwanti, S.H., M.H., selaku Koordinator bidang 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk meminta bantuan 

dalam berkoordinasi dengan sesama rekan internal Puspanlak UU 

terkait kegiatan Pemaparan hasil Infografis Anotasi kepada seluruh 

internal Puspanlak UU yang akan dilakukan pada hari Jumat, tanggal 

16 Agustus 2019. 

-7=!~ 
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Gambar 2.18. Laporan Hasil Perbaikan dan Konsultasi dengan 

Kapus Panlak UU (14 Agustus 2019) 

d. Pemaparan Infografis Anotasi AyaIJPasal yang dibatalkan 

melalu Putusan MK terhadap Seluruh Internal Puspanlak UU 

Sesuai arahan, di tanggal yang sama, yakni 14 Agustus 2019, 

penulis memulai tahapan kegiatan dengan menyiapkan bahan 

materi pemaparan berdasarkan hasil konsultasi sebelumnya dengan 

Kapus Panlak UU selaku Mentor penulis dengan penuh 

tanggungjawab (Akuntabilitas) agar tidak memberikan informasi 
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yang keliru (Manajemen ASN) ketika dilakukan pemaparan. 

Adapun, dalam menyiapkan materi ml, penulis menggunakan 

dokumen power point yang sama dengan saat Seminar Rancangan 

Aktualisasi lalu, dengan menambahkan beberapa perbaikan juga 

hasil output yang telah penulis kerjakan. 

Gambar 2.19. Pengerjaan Bahan Materi Pemaparan Kegiatan Aktualisasi 
(14 Agustus 2019) 

Setelah bahan materi pemaparan kegiatan aktuaisasi penulis 

selesaikan, kembali penulis laporkan hasil pengerjaan tersebut 

kepada Kapus Panlak UU setaku Mentor dengan rasa hormat, 

sopan, dan santun (Etika Publik) di hari Kamis tanggal 15 Agustus 
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2019 untuk diberikan persetujuan sebelum dilakukannya pemaparan 

pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019 sore. 

12 
Gambar 2.20.Laporan Bahan Pemaparan (15 Agustus 2019) 

Setelah berkonsultasi, penulis menghampiri Koordinator Bidang 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk meminta 

bantuan (Nasionatisme) dalam mengkoordinir seluruh internal 

Puspanlak UU agar dapat turut menghadiri dan memberikan 

masukan dalam Pemaparan Kegiata Aktualisasi esok hari sehingga 

kegiatan tersebut dapat berjalan dengari lancar. 

Gambar 2.21. Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 
(15 Agustus 2019) 

4, 

37 



7 * 

Hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019, penulis mengunjungi 

Kasubbag TU Puspanlak UU dengan sopan dan santun (Etika 

Publik) untuk berkonsultasi menanyakan perihal kesiapan daftar 

hadir untuk diedarkan saat Pemaparan Kegiatan Aktualisasi sore 

haninya. 

Gambar 2.22. Konsultasi dengan Kasubbag TU Puspanlak UU 
(16 Agustus 2019) 

Tepat pada pukul 16.00 WIB di hari dan tanggal yang sama, 

Kapus Panlak UU selaku Mentor dan juga pemimpin rapat mulai 

membuka rapat Pemaparan Kegiatan Aktualisasi Calon Pegawai 

Negeri Sipil tahun 2019. Setelah rapat dibuka, penulis mulai 

memaparkan kepada seluruh internal terkait rancangan aktualisasi 

yang telah penulis buat sebelumnya serta hasil dari infografis yang 

telah penulis kerjakan selama masa habituasi dengan komunikasi 

yang baik dan sopan serta penuh rasa hormat tanpa 

membedakan status dan jabatan (Nasionalisme). Kegiatan 

pemaparan mi berlangsung dengan balk dimana Kapus Panlak UU, 
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Koordinator Bidang dan juga beberapa analis hukum selaku internal 

Puspanlak UU turut memberikan masukkan terhadap infografis 

Anotasi yang penulis buat agar hasil akhirnya nanti dapat menjadi 

Iebih balk. Dalam pemaparan mi, diharapkan pula nantinya dapat 

secara konsisten, efektif, dan efisien (Akuntabilitas dan 

Pelayanan Publik) dilakukan oleh rekan-rekan lainnya di Puspanlak 

UU sebagai bentuk suatu pembaharuan yang dapat bermanfaat 

(Komitmen Mutu) bagi pencapaian vlsi dan misi dari Puspanlak LJU. 

Kegiatan pemaparan mi berlangsung selama 1 jam dan ditutup oleh 

Kapus Panlak UU selaku pemimpin rapat pada pukul 17.00 WIB. 

,. 
 

Gambar 2.23. Pemaparan Kegiatan Aktualisasi dengan Seluruh internal 
Puspanlak UU (16 Agustus 2019) 

e. Melapor Pada Kapus Panlak UU terkait Hasil Pengerjaan 

Aktua I isasi 

Minggu keempat bulan Agustus tahun 2019 penulis isi dengan 

melakukan perbaikan berdasarkan masukan-masukan yang telah 

disampaikan saat Rapat Pemaparan Kegiatan Aktualisasi hari Jumat 

sitam (Komitmen Mutu). Perbaikan tersebut penulis lakukan dengan 

cermat, teliti, dan penuh tanggungjawab (Komitmen Mutu dan 
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Akuntabilitas) mulal tanggal 19 Agustus hingga 23 Agustus 2019 

dengan diselingi kegiatan coaching dan pengerjaan laporan 

aktualisasi. 

,\ 

Gambar 2.24. Perbaikan Infograf is Anotasi berdasarkan Hasil Pemaparan 
UU Pemilu (19 Agustus 2019) 

Li 

Gambar 2.25. Perbaikan Infografis Anotasi berdasarkan Hasil Pemaparan 
UU Praktik Kedokteran (21 Agustus 2019) 
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Gambar 2.26. Perbaikan Infografis Anotasi berdasarkan Hasil Pemaparan 
UU MD3 (23 Agustus 2019) 

Hasil perbaikan tersebut kemudian penulis laporkan kembali 

kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor dengan rasa hormat dan 

sopan santun (Etika Publik) pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 

2019 untuk menginformasikan bahwa Infografis Anotasi yang 

menjadi kegiatan aktualisasi penulis telah selesai diperbaiki sesuai 

dengan masukkan saat Rapat Pemaparan dengan seluruh internal 

Puspanlak UU dan dengan ini telah selesai penulis Iaksanakan serta 

siap untuk diberikan testimoni (Komitmen Mutu). Laporan ml 

kemudian penulis tuangkan dalam sebuah dokumen laporan hasil 

konsultasi yang akan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dan 

Laporan Aktualisasi ini. 

41 



194 

Gambar 2.27. Laporan kepada Kapus Panlak UU selaku Mentor atas selesainya 
Kegiatan Aktualisasi (26 Agustus 2019) 

f. Testimoni Infogratis Anotasi AyatlPasal yang Dibatalkan 

dengan Putusan MK 

Minggu terakhit di Buan Agustus 2019 penulis isi pertama-tama 

dengan pengambilan gambar untuk Video Testimoni yang akan 

diberikan oleh Bapak Rudi Rochmansyah, S.H., M.H., selaku Kapus 

Panlak UU dan juga Mentor penulis, di hari Kamis tanggal 29 

Agustus 2019, terkait manfaat yang akan diberikan dengan adanya 

pengenjaan Infografis Anotasi ml (Komitmen Mutu). 

-. 	 - 

Gambar 2.28. Pengambilan Gambar Video Testimoni Infografis Anotasi 
dengan Kapus Panlak UU selaku Mentor (29 Agustus 2019) 
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Selanjutnya, Penulis juga meminta bantuan (Nasionalisme) 

Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Ibu 

Poedji Poerwanti, S.H., M.H., dan Penanggungjawab Anotasi Mbak 

Reza Azhari, S.H., LL.M., untuk turut memberikan testimoni atas 

Infografis Anotasi yang telah penulis selesal kerjakan. 

'1I 
H 

Gambar 2.29. Pengambilan Gambar Video Testimoni Infografis Anotasi 
dengan Koordnator Bidang Pemantauan Petaksanaan UU 

(29 Agustus 2019) 

Gambar 2.30. Perigambilan Gambar Video Testimoni Infografis Anotasi dengan 
Penanggungjawab Anotasi (29 Agustus 2019) 
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Setelah semua pengambilan gambar yang dilakukan dengan 

penuh rasa hormat dan sopan santun (Etika Publik) berhasil 

penulis kumpulkan, tahapan kegiatan terakhir yang akan penulis 

lakukan dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan aktualisasi mi, yakni 

menyusun video-video tersebut untuk dapat ditampilkan saat 

Seminar Akhir Kegiatan Aktualisasi di minggu awal Bulan September 

2019. Adapun proses penyusunan video tersebut penulis lakukan 

dengan cermat dan penuh tanggungjawab (Komitmen Mutu dan 

Akuntabilitas). 

16 ,  

Gambar231. Penyusunan video Testimoni Kegiatan Aktualisasi 
(29 Agustus 2019) 

STAKEHOLDER 
Kepala Pusat, Kasubbag Tata Usaha, Koordinator Bidang, Analis 

Hukum, seluruh staf/pelaksana di Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang. 

ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN 
Apabila kegiatan penyajian infografis Anotasi Putusan MK yang 

cepat, tepat, akurat, singkat, dan mudah diakses mi tidak dilakukan, 
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kegiatan pemantauan pelaksanaan undang-undang masih dapat tetap 

berjalan sebagaimana mestinya, namun dampak yang mungkin terjadi 

ialah belum tersedianya infograf is Anotasi Putusan MK yang disajikan 

secara singkat sehingga Anggota DPR RI dan masyarakat yang 

membutuhkan informasi dalam Anotasi tersebut masih harus membaca 

dokumen yang panjang dan tebal dimana hal ini dapat menjadikan 

penyampaian informasi menjadi kurang efektif dan efisien. 

Adapun, apabila kegiatan ml dilakukan, hal mi justru akan 

memberikan dampak yang positif bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang, dimana dengan tersedianya Infografis Anotasi 

Putusan MK yang dapat memudahkan anggota DPR RI dan 

masyarakat untuk membaca dan memahami substansi dari Putusan 

MK, maka akan tercipta suatu kondisi yang efektif dan efisien bagi 

Puspanlak UU dalam menyajikan serta menyebarkan informasi dan 

data untuk membantu tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang 

akan digunakan oleh Anggota DPR RI sebagai bahan acuan proses 

legislasi undang-undang, serta melaksanakan prinsip informasi dan 

data publik yang mudah dimengerti (understandable) bagi masyarakat 

dan Anggota DPR RI. 

Selain itu, penulis juga turut menganalisis dampak jika kegiatan 

dilaksanakan dengan tidak mengaktualisasikan nilai dasar Pegawai 

negeri SiplI, yaitu nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika 

Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) dan juga jika tidak 

menerapkan Peran dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Whole of 

Goverment, Manajemen ASN, dan Pelayanan Publik. 

Berikut akan penulis uraikan dampak jika kegiatan dilaksanakan 

dengan tidak mengaktualisasikan nilai dasar Pegawai negeri Sipil, yaitu 

nilai-nilai ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen 

Mutu, dan Anti Korupsi) dan juga jika tidak menerapkan Peran dan 

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik 

45 



Indonesia yang terdiri dari Whole of Goverment, Manajernen ASN, dan 

Pelayanan Publik. 

1. Kegiatan Konsultasi Rancangan Kegiatan Aktualisasi dengan 

Kapus Panlak UU sebagai mentor. 

Jika nilal ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankan kegiatan 

selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara 

lain: 

Tidak mampu menciptakan pembaharuan yang positif 

(inovasi) di unit kerja. 

Tidak terciptanya komunikasi yang baik antara penulis 

dengan atasan. 

Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh 

pengabdian, kejuju ran, kesadaran,dan tanggung jawab. 

(Komitmen Mutu, Nasionalisme Sila ke-2, Etika Publik, 

Manajemen ASN, Anti Korupsi, dan Akuntabilitas) 

2. Pengumpulan Data Anotasi AyatlPasal yang dibatalkan dengan 

Putusan MK. 

Jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankari kegiatan 

selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara 

lain: 

Tidak mampu untuk membuat target serta sasarannya 

beserta dengan pertanggungjawaban atas kegiatan yang 

telah dilaksanakan. 

Tidak objektif, jujur dan transparan dalam menjalankari 

kegiatan. 

Tidak tercapainya target kegiatan sebagaimana yang sudah 

direncanakan. 

Tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan 

kinerjanya kepada atasan khususnya dan publik pada 

urn urn nya. 
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(Akuntabilitas, Anti Korupsi, Komitmen Mutu, Etika Publik dan 

Nasionalisme Sila ke-2) 

3. Menyusun infografis ayat/pasal yang dibatalkan dengan Putusan 

MK. 

Jika nhlal ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankan kegiatan 

selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara 

lain: 

Tidak adanya dukungan dari atasan dan teman sejawat. 

Tidak tercapainya target kegiatan sebagaimana yang sudah 

direncanakan. 

Tidak terjadi efektifitas dan efisiensi dalam melakukan tugas 

dan fungsi selama masa habituasi di unit kerja. 

Tidak mampu untuk membuat target serta sasarannya 

beserta dengan pertanggungjawaban atas kegiatan yang 

telah dilaksanakan. 

(Akuntabilitas, Komitmen mutu, Etika Publik, Nasionalisme Sila 

ke-2, dan Anti Korupsi) 

4. Pemaparan infograf is anotasi ayatlputusan yang dibatalkan 

dengan MK terhadap seluruh internal Puspanlak UU. 

Jika nhlal ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankan kegiatan 

selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara 

lain: 

Akan berperilaku diskriminatif dalam melakukan kegiatan. 

Tidak objektif, jujur dan transparan dalam menjalankan 

kegiatan. 

Tidak menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 

Dapat memberikan informasi yang salah kepada seluruh 

internal Puspanlak UU. 

Tidak adanya dukungan dari atasan dan teman sejawat. 

(Akuntabilitas, 	Manajemen 	ASN, 	Etika 	Publik, 

Nasionalisme, dan Pelayanan Publik) 
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5. Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil pengerjaan 

Aktualisasi (I nfografis Anotasi) berdasarkan masukan Kapus 

Panlak UU selaku Mentor serta para rekan Analis Hukum di 

Internal Puspanlak UU. 

Jika nilal ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankan kegiatan 

selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara 

lain: 

Tidak mampu untuk membuat target serta sasarannya 

beserta dengan pertanggungjawaban atas kegiatan yang 

telah dilaksanakan. 

Tidak terciptanya komunikasi yang baik antara penulis 

dengan atasan. 

Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh 

pengabdian, kejujuran, kesadaran,dan tanggung jawab. 

(Komitmen Mutu, Akuntabilitas, dan Etika Publik) 

6. Testimoni Infografis Anotasi Pasal/Ayat yang dibatalkan dengan 

Putusan MK. 

Jika nilai ANEKA tidak diterapkan dalam menjalankan kegiatan 

selama masa habituasi, maka dampak yang dapat terjadi antara 

lain: 

Tidak adanya dukungan dari atasan dan teman sejawat. 

Tidak mampu mempertanggungjawabkan tindakan dan 

kinerjanya kepada atäsan khususnya dan publik pada 

umumnya. 

Tidak menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. 

Tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh 

pengabdian, kejujuran, kesadaran,dan tanggung jawab. 

(Nasionalisme, Etika Publik, Akuntabititas, dan Komitmen Mutu). 
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E. TIME TABLE KEGIATAN 

Tabel 2. Tabel Kegiatan Aktualisasi 

Juli 2019 Agustus 2019  _______ 
Kegiatan 

MiflggLJ 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 5 Minggu 6 

Konsultasi 	dengan 	Kapus 	Panlak 	UU 

sebagai Mentor  

Pengumpulan 	Data 	Anotasi Ayat/Pasal 

yang dibatalkan melalul Putusan MK  

Menyusun 	infografis 	ayat/pasal 	yang 

dibatalkan melalui Putusan MK  

Pemaparan 	infografis 	anotasi 

syat/putusan yang dibatalkan oleh MK 

terhadap seluruh internal Puspanlak UU  

Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait 

hasil 	pengerjaan 	Aktualisasi 	(Infografis 

An ota si)  

Testimoni 	Infografis 	Anotasi Pasal/Ayat 

yang dibatalkan oleh MK  



BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Penulis telah melaksanakan kegiatan aktualisasi dengan output 

berupa 3 (tiga) buah Infografis Anotasi Pasal/Ayat UU yang dibatalkan 

dengan Putusan MK. Infografis tersebut dapat terbangun dengan 

adanya kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, terutama dan 

pihak internal di unit Puspanlak UU. 

Penulis melakukan tiap tahapan kegiatan tanpa meninggalkan nilai-

nilai dasar dari seorang ASN, yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika 

Publik, Komitmen Mutu, dan Anti-Korupsi dan kedudukan dan peran 

ASN dalam NKRI, yaitu Manajemen ASN, Pelayanan Publik, dan 

Whole of Government. Adapun nilai-nilai yang terinternalisasi dalam 

setiap tahapan kegiatan tersebut apabila penulis coba rangkum ialah 

sebagaimana berikut: 

Konsultasi Rancangan Kegiatan Aktualisasi dengan Kapus 

Pan lak UU sebagai mentor. (Komitmen Mutu, Nasionalisme Sila 

ke-2, Etika Publik, Manajemen ASN, Anti Korupsi, dan 

Akuntabilitas) 

Pengumpulan Data Anotasi Ayat/Pasal yang dibatalkan dengan 

Putusan MK. (Akuntabilitas, Anti Korupsi, Komitmen Mutu, Etika 

Publik dan Nasionalisme Sila ke-2) 

Menyusun infografis ayatlpasal yang dibatalkan dengan 

Putusan MK (Akuntabilitas, Komitmen mutu, Etika Publik, 

Nasionalisme Sila ke-2, dan Anti Korupsi) 

Pemaparan infografis anotasi ayat/putusan yang dibatalkan 

dengan MK terhadap seluruh internal Puspanlak UU. 

(Akuntabilitas, Manajemen ASN, Etika Publik, Nasionalisme, 

dan Pelayanan Publik) 
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Melapor kepada Kapus Panlak UU terkait hasil pengerjaan 

Aktualisasi (Infografis Anotasi) berdasarkan masukan Kapus 

Panlak UU selaku Mentor serta para rekan Analis Hukum di 

Internal Puspanlak UU (Komitmen Mutu, Akuntabilitas, dan Etika 

Pu bilk) 

Testimoni Infografis Anotasi PasallAyat yang dibatalkan dengan 

Putusan MK (Nasionalisme, Etika Publik, Akuntabititas, dan 

Komitmen Mutu). 

Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dalam kegiatan 

Pembuatan Infografis Anotasi Pasal/Ayat UU yang dibatalkan dengan 

Putusan MK ml diharapkan nantinya dapat meningkatkan kinerja 

Puspanlak UU agar dapat menjadi iebih akuntabel, efisien, dan efektif 

dalam membantu kerja DPR RI di fungsi pengawasan pelaksanaan 

undang-undang. 

B. SARAN 

Untuk Instansi/Unit Kerja Peserta 

Untuk mendukung keberlanjutan kegiatan yang dilakukan, maka 

penulis memberikan rekomendasi untuk melakukan pelatihan 

pembuatan Infografis kepada seluruh Analis Hukum di Pusat 

Pemantauan Peiaksanaan Perundang-undangan agar kegiatan dapat 

terus berjalan berkelanjutan dengan bantuan sumber daya yang ada 

di Iingkungan Unit Kerja. 

Untuk Penyelenggara Dikiat 

Penyelenggaraan pelatihan yaitu Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah sangat balk 

dalam menyelenggarakan Pelatihan Dasar Calon PNS di tahun 2019, 

meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan untuk 

kedepannya. Menurut penulis perlu adanya bimbingan teknis yang 

dilakukan antar coach, mentor dan penguki untuk memberikan satu 

kesepahaman mengenai teknis penyusunan rancangan aktualisasi. 
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LAPORAN HASL KONSUI_'IIBIMBINGAN BERSAMA MENTOR (KEPALA 

PUSATPEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG) 

Pelaksanaan 

Waktu 	Selasa, 23 Juli 2019 

Tempat 	: Ruang Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nama Calon Pegawai Negeri Sipil 

Refaini Hasna Ghassani, S.H. 

Nama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-.Undang 

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 

Hasil Konsultasi 

Perubahan Judul Rancangan Aktualisasi 

Refaini Hasna Ghassani 

Judul Awal 

"Pen yajian Anotasi Putusan MK yang Ce pat, Tepat, Akurat, Sin gkat, dan 

Mudah Diakses den gan Men ggunakan infografis" 

Judul Hasil Revisi 

"Pen yajian info gra f/s men gena/ Anotasi Putusan MK yang Cepat, Tepat, 

Akurat, Sin gkat, dan Mudah Diakses" 

Perubahan Penggunaan Kata 

• Konsolidasi - Konsultasi 

• Evaivasi - Testimoni 

Perubahan Rencana Kegiatan dan Tahapan Kegiatan Aktualisasi dan 

Habituasi 



Rencana Kegiatan sebelum Konsultasi dengan Kapus Panlak UU: 

• Konsolidasi dengan Mentor (Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-

Undang den Tim Puspanlak UU) 

• Pengumpulan Data 

• Membuat Infografis 

. Melakukan Koordinasi dengan Bagian Humas Bidang Data dan Teknologi 

Informasi (BDTI) 

Terhadap kegiatan dan tahapan kegiatan pada Rancangan Aktualisasi Refaini 

Hasna Ghassani, Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang selaku 

Mentor memberikan arahan den instruksi perubahan/revisi seperti berikut: 

Revisi Rencana Kegiatan setelah Konsultasi dengan Kapus Panlak UU: 

Konsultasi bersama Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanan Undang-Undang; 

Penyempurnaan Hasil Revisi Rancangan Aktualisasi dari Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanan Undang-Undang; 

Pengumpu an Data Bahan Pembuatan Info Anotasi; 

Pembuatan Infografis; 

Laporan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

untuk dipresentasikan ke dalam Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat 

Femantauan Felaksanaan Undang-Undang; 

Presentasi dalam Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat Pemantauan 

Pelaksanaan Undang-Undang; 

Penyempurnaan HasH Revisi dari Rapat yang dipimpin oleh Kepala Pusat 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; 

Laporan kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

penihal Hasil Revisi; 

Rapat Finalisasi dengan BOIl oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 

Undang-Undang; dan 

10)Testimoni bahwa kegiatan tersebut telah sesuai. 

4. Catatan Perihal Revisi Lainnya 



Setap rencana kegiatan dalam penyusunan Rancangan Aktualisasi, harus 

dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kapus Panlak UU selaku pimpinan 

Pusat Pemantuan Felaksanaan Undang-Undang. 

Tahapan kegiatan dirumuskan dengan menyesuaikan rencana kegiatan yang 

teah disetujui oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang; 

Kegiatan evaluasi berbeda dengan kegiatan testimoni. 

Kepala Fusat Pemantauan Pefaksanaan Undang-Undang, 

idi Rochnansyah, S.H., M.H. 
NIP. 1969b2131993021001 
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DAFTAR ANOTASI UNDANG-UNDANG PUSPANLAK UU 

Website (2018) 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang PemiIhan Umum 
Pasal/ayat yang te(ah dibatalkan oleh MK: 

Pasal 348 ayat (9) melalul Futusan MK No. 020/PUU-XVII/2019 
Pasal 210 ayat (1) melalui Putusan MK No. 020/PUU-XVII/2019 
Fasal 383 ayat (2) melalul Putusan MK No. 020/PUU-XVII/2019 
Pasal 182 huruf I melalul Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 
Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Penjelasannya melalui Putusan MK No. 31/PUU-
XVI/201 8 
Pasal 44 ayat (1) huruf b melalui Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 
Pasat 44 ayat (2) huruf b melalui Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 
Pasal 52 ayat (1) UU Pemilu melalui Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 
Fasal 468 ayat (2) UU Pemilu melalui Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 
Pasal 10 ayat (3) melalui Putusan MK No. 38/PUU-XVI/2018 
Pasal 173 ayat (1) melalui Putusan MK No. 53/PUU-XV/2017 
Pasal 173 ayat (3) melalui Putusan MK No. 53IPUU-XV/2017 
Pasal 557 ayat (2) melalui Putusan MK No. 61/PUU-XV/2017 
Pasal 571 hurufd mela!ui Putusan MK No. 66/PUU-XV/2017 

c 	Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh MK: 

Pasal 14 ayat (1) huruf a melalui Putusan MK No. 10/PUU-XV/2017 
Pasal 73 ayat (2) melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 
Pasal 75 ayat (1) melalul Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 
Pasal 76 mel alui Putusan MK No. 4/PUU-Vf2007 
Pasal 78 melalui Putusan MK No. 40/PUU-X/2012 
Pasal 79 melalui Putusan MK No. 4!PUU-V/2007 
Pasal 79 hunjf c melalul Putusan MK No. 4/PUU-V/2007 

• Undang-Undang No. 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Anak 
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah: 

Pasal 96, Pasal 100 dan Pasal 101 melalui Putusan MK No. 110/PUU-X/2012. 
Pasal 99 melalui Putusan MK No. 68/PUU-XV/2017. 

• Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK adalah: 
1. Pasal 32 ayat (3a) melalui Putusan MK No. 63/PUU-XV/2017 

• Undang-Undang No. 34 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
Pasal/ayat yang dibatalkan oleh Putusan MK: 
1. Pasal 55 melalui Putusan MK No. 93/PUU-XV/2017 

• Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan 
Fasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK: 
1. Pasal 6 ayat (1) huruf c melalui Putusan MK Nomor 1/PUU-XVI/2018 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan. iwan Perwakilan Rakyat 
Daerah 
Pasal/ayat yang dibatalkan melalut 2utusan MK: 

Pasal 73 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) melalui Putusan MK No. 16/PUU-
XVt/201 8; 
Pasal 122 huruf I melalui Putusan MK No. 16/PUU-XVI!2018; 
Pasal 245 ayat (1) melalui Putusan MK No. 16/PUU-XVI/2018. 

Inventaris (2019) - Belum Unggah Website 

• UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK: 

Pasal 108 ayat (1) melalui Putusan MK No. 12/PUU-VIII/2010; 
Penjelasan Pasal 108 ayat (1) melalui Putusan MK No. 12/PUU-VIlI/2010; 
Penjelasan Pasal 114 melalui Putusan MK No. 34/PUU-VIII!2010; 
Pasal 119 ayat (1) melalui Putusan MK No. 34/PUU-VIII/2010; 
Penjelasan Pasal 115 ayat (1) melalui Putusan MK No. 58/PUU-IX/2011. 

• UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional 
Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK: 

Pasal 5 ayat (2), (3), dan (4) melalui Putusan MK No. 007/PUU-III/2005; 
Pasal 13 ayat (1) melalul Putusan MK No. 70/PUU-IX/201 1. 

• UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
Pasallayat yang dibatalkan melalui Putusan MK: 

Pasal 33 huruf g melalui Putusan MK No. 1 28/PUU-XIII/201 5; 
Pasal 50 2yat(1) hurufc melalui Putusan MK No. 128/PUU-XIII/2015. 

• UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan 
Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK: 

Pasal 5 melalul Putusan MK No. 82/PUU-XI/201 3; 
Pasal 29 ayat (1) melalui Putusan MK No. 3/PUU-XII/2014. 

• UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri 
Pasal/ayat yang dibatalkan melalui Putusan MK: 

Pasal 35 hurufd melalui Putusan MK No. 019-020/PUU-III/2005; 
Pasal 59 melalul Putusan MK No. 50/PUU-XI/2013. 



tABEI!R!NGKAN ANOTASrPASALIAYAT YANG D113Jk I ALKiNiV1IUkwI I-'U I 

Pasal/Ayat yang 

No Lindang-Undang Nomor Putusan Dibatalkan melalui Tentang Amar Putusan 
Putusan MK  

} 
7/201ntaflgJ 38/PUU XVI/2018 10 ayat 3 Jumlah 	anggota 	KBi 

1Kaupaten/Kotaj anggota KPU Kabupaten/Kota" dalam Pasal 10 ayat (3) 
dan Lampiran I sepanjarig rincian table "iumlah Anggota 
Kornisi 	Pemilihan 	Urn urn 	Kabupaten/Kota" 
berteritangan 	dengan 	LJUD 	Tahun 	1945 	dan 	tidak 
mempLiflyal kekuatan hukum mengikata(i-P' 

53/PUU XV/2017 173 ayat 1 Penetapan 	Peserta 	Pa[pgi "teiah Mahkarnah 	Konstitusi 	menyatakan 	Frasa 

PemiIu oteh KPUJ ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan 
dengan 	UUD 	Tahun 	1945 	dan 	tidak 	mempunyal 

kekuatan hukum 

Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 173 ayat (3) Jerihkasi 	Penetapan 	Peser 53/PUU-XV/2017 173 ayat 3 

Parpol Pemilu oleh KPLJ bertentangan 	clengan 	UUD 	Tahun 	1945 	clan 	tidak 
mempunyal kekuatan hukum mengikat melalui Putusan 
MK Nomor 53/PUU-XV/2017. 

61/PUU-XV/2017 557 ayat 2 embagaanj Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 557 ayat (2) 
pyenggarn.PeniiIi bertentangan 	dengan 	UUD Tahun 	1945 	dan 	tidak 

mempunyal kekuatan hukum mengikat melalui Putusan 
MK No rn or 61/PUU-XV/2017.______  
Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 571 hurufd UU 66/PUU-XV/2017 571 huruf ci Pasal 	57 	(nggQta: 	ii 

ndependen Pemilihan) clan 60 Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
yat (1), ayat (2), serta ayat (4) mempurlyal kekuatan hukurn mengikat melatul Putusari 

(Pembentukan dan MK Nomor 66/PULJ-XV/2017 
Pnitia 	Pengawas 	PemitihiJ 
Undang-Undangj 	11/2006 
tentdng Pernerintahan Ace 

L(9/20O4tentang 1iumlah 	anggota 	KonsiJ? 2 10/PUU XV/2017 Pasal 14 ayat (1) "jumlab Mahkamah 	Konstitusi 	menyatakan 	Frasa 
anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh betas) Ei 	j2ktfnJ huruf a KedokteranJ 
orang yang terdiri atas unsur-unsur yang herasal dan 
(a)organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang"dalanjj 



TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AVAT YANG DIBATALI(AN MELALUI 
PUTUSI\N IVII 

7 Pasal 14 ayat (1) huruf a bertentangan clengan uuu 
Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan hukum 
mengikat 	separijang 	unsur 	"organisasi 	profesi 

kedokteran" 	tidak 	dimaknai 	sebagai 	tidak 	menjadi 
pengurus organisasi profesi kedokteran melalui Putusan 
MK Nomor 1O/PUU-XV/2017. 

giasl1  Surat 	tanda 	_re 	str Mahkarnah Konstitusi menyatakan Pasal 73 ayat (2) 
dengan UUDTahun 1945 sepanjangtidak bertentangan 

40/PUU X/2012 Pasal 73 ayat (2) 
dan/atau 	surat 	izin 	praktgl 

dimaknai, "Setiap orang dilarançj men ggunakan a/at, aisuj 
metode, atcw cara lain do/am memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang menimbLilkan kesan sea/oh- 
a/nh yang bersangkutan ada/oh dokter atrnl dokter gigi 
yang te/ah memi/iki surat tandci registrasi dan/atau 
surat izm praktik, kecuali tukang gig! yang rnendapat izin 
praktik 	duri 	Pemerintab" 	dan 	tidak 	mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
"Setiap orang dilarang menggunakan a/at, metade, atau 
cara 	lain 	da/am 	memberikan 	pelayanan 	kepada 
masyarakat yang menimbulkon kesan sea/nh-a/oh yang 
bersangkiitafl ada/a/i dokter atau dokter gigi yang telah 
memiliki surat tanda 	registrasi dan/atau surat izin 
praktik, kecuali ttkang gigi yang mencla pat izin praktik 
dari pemerintah" melalui Putusan MK Nomor 53/PUU- 
XV/2017. 

4/PUUVI2007 Pasal 75 ayat (1) 'Sanksi 	penar_prtiMahki KonstitLisi 	menyatakan 	Pasal 75 ayat (3) 
mengenai kata-kata "penjara paling lama sepanjang 

(tiga) tahun atnu" bertentangan dengan UUD Tahun trggistras/ 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
meialui Putusan MK Nomor4/PUtJ-V/2007. 

Sanksi 	penjara 	pra)jk' Mahkamah Konstitust menyatakan Pasal 76 sepanjang 
"penjara 	lama 3 (tiga) tc,hun 

4/PUU V/2007 Pasal 76 
kecokterantaflpUiLJL1Y mengenai kata-kata 	paling 

bertentangan dengan UUD Tahurl 1945 dan tidak praktiJ atau" 
kekuatan hukum mengikat melalui Putusan rnempunyai 

MK Nomor 4/PUU-V/2007. 



TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AVAT YANG DIBATALKAN MILPIUI F'U I UMI' IVIP 

jSanksl 	ats 	sUrt 

I 
aIiIhKOnStitUslmYata 78 

bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak 
praktekpsY dimaknai, 	"Setiap 	orang 	yang 	dengan 	sengaja 

menggtinakan 	a/at, 	metode, 	atau cara lain do/am 
mern berikan 	pelayanan 	kepada 	masyarakat 	yang 
menimbulkan kesan seo/ah-olah yang bersangkutan 

dokter atau dakter gigi yang te!ah memiliki surat adalah 
tanda registrasi atmi surat tanda registrasi dokter gigi 
atoLl 	surat 	izin 	praktik, 	kecuali 	tukang 	gigi 	yang 
menda pat izin praktik dori Pemerin tab sebagaimana 
dimaksud dalam Paso! 73 nyat (2) dipidana den gan 
pidana penjara paling lama 5 (Jima) tah tin atau denda 
paling ban yak Rp 15 0.000.000,00 (seratus Jima pu/u/i 
juta rupicili)" 	dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai "Setiap arang yang 
den gan sen gaja rnenggunakan a/at, rnetode, atau cara 
lain dalam memberikan peloyanan kepada masyarakat 
yang 	menimbulkan 	kesan 	seolah-olah 	yang 
bersangkutafl ada/a/i dokter atau dokter gigi yang telah 
memiliki 	surat 	tanda 	registrasi 	atau 	surat 	tanda 
registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali 
tukang gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah 
sebagaimana 	dimaksud 	dalam 	Paso! 	73 	ayat 	(2) 
dipiclana den gan pidana penjara paling larna 5 (Jima) 
tahun atau denda paling ban yak Rp 150.000.000,00 
(serattis lima puluh juta rupiah)" melalul Putusan MK 
Nomor 66/PUU-XV/2017 

4/PU U V/2007 P asal 79 San ksi 	ku ru ngan 	tasi  
peIanggrn oleh cIoktetty mengenai kata-kata "kurungan paling lama I (satu) 
oktergig j  ta/inn atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 

sepanjang 	tidak 	dimaknai, 	dan 	tidak 	mempunyai 
kekuatan hukum mengikat melalui Putusan MK Nomor 
4/PU U-V/2007 



TABEI RINGKASAN ANOTASI PASM/AYAT YANG DIBATALKAN MELALUI PUTUSAN MK 

Pasal 79 huruf c PengecuaIian 	sank 	p? Mahkamah 	Konstitusi menyatakan Pasal 79 huruf c 4/PUU-V/2007 

(ypg sepanjang 	mengenai 	kata-kata 	"atau 	hurtif 	e" 

nmjhJ!rnii pep 	tn hertentarigan dengan UUD Tahun 1945 separijang tidak 
danmengikuti-perken1bng dimaknai, 	dan 	tidak 	mempunyai 	kekuatan 	hukum 

kedokterar()  
mengikat melalui Putusan MK Nomor 4/PUU-V/2007 

3 yy2/2Oi8 tentang Putusan 38/PUU Pasal 73 ayat (3) pernanggilari Paksa oleh DPI/ Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 73 ayat (3) ayat 
ItfTL 	atasl XVI/2018 (4), (5), dan (6) (4), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan dengan UUD 

ing;LJndang1 Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan hukum 
Putusan MK Nomorl6/PUIJXVI/20l8 mengikatrnelalui 

Putusan 16/PUU Pasal 245 ayat (1) Pemanggilan danperrnintpi Mahkarnah Konstitusl menyatakan Frasa "Pemanggilan 
&Prusyyaratanj XVI/2018 keterangan 	kepd3 	apggot9i dan 	permintaan 	keterangan 	kepada 	anggota 	DPR 

DPR' sehubcinçjan dengan terjadinya tindakpidana yang tidczk ItakyatJ)ewp 

WLY91- sehiibungan den gan pelaksanaan uigas sebagaimana 
[erwakdn dimaksud 	dalam 	Pasal 	224 	hartis 	mendapatkan 

perSetLlJilafl tertulis dori Presiden 	dalam Pasal 245 ayat 
(1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 

eraIi mempunyal kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan 
dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan 
Perwakilan 	Rakyat yang diduga 	melakukan tindak 
pidana melalul Putusan MK Nomorl6/PUU-XVI/2O18. 

Putusan 16/PUU- Mahkamah 	Konstitusi 	menyatakan 	Frasa 	"setelah 
XVI/2018 keterangan _~—jc Q p q4p_3flggQtal mencla pat pertimbangan dori Mahkamah Kehormatan 

Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan 
peitimbangandari..Mahk UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
KehormatanWap mengikat melalul Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018. 

Sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi: 

"Pemanggilan 	dan 	permintaan 	keterangan 	kepada 
anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana 
yang 	tic/ak sehtthungan den gan pe/aksanaan 	tugas 
sebagairnana 	dim aksud 	dalani 	Pasal 	224 	harus 
mendapatkan persetujuan tertulis dGri Presiden." 



LAPORAN TABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATAIJ(AN MELAWI PUTUSAN MK 

[J Pasal/Ayat 

yang 

No Undang-Undang Nomor Putiisan Dibatalkan Tentang Amar Putusan 

melalul 

Putusan Ml( 

UIJ 7/2017 tentang 20/PUU- 348 ayat (9) Syarat 	KIP 	untuk Frasa "kartu tanda penduduk elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9) UU No. 7 

Pemilihan Umum XVII/2019 Pemilih Tahun 2017 tentang Pernilihan Umurn bertentangan dengan UUD Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 

sepanjang tidak dirnaknai 'termasuk pula surat keterangan perekaman 

kartu 	tanda 	penduduk 	elektronik 	yang 	dikeluarkan 	oleh 	dinas 

kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang 

memiliki kewenangan untuk itu". 

20/PUU- 210 ayat (1) Batas 	Waktu 	Daftar Frasa "paling lambat 30 (tiga puluh) han" dalam Pasal 210 ayat (1) UU N. 7 

XVll/2019 Pemilih Tambahani Tahun 2017 tentang Pemilu bententangan dengan IJUD Tahun 1945 dan 

ticlak rnempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang 

tidak 	dirnaknai 	'paling 	lambat 	30 	(tiga 	puluh) 	hari 	sebelum 	han 

pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di 

luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana 

alam, 	menjadi tahanan, serta 	karena 	menjalankan tugas pada saat 

pernungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum han 

pemungutan suara'. 

20/PUU- 383 ayat (2) Teknis 	Pernungutan Frasa 'hanya dilakukan dan selesal di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada 

XVII/2019 Stiara hari pernungutan suara" dalam Pasal 383 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 

tentang 	Pemilu 	bertentangan 	dengan 	UUD 	TahLln 	1945 	dan 	tidak 

mernpunyai kekuatan hukurn mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 

dimaknai "lianya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan 

pada hari pemungutan suara dan dalam hal perhitungan suara belum 

selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam 

sejak berakhirnya hari pemungutan suara". 

30/PUU-XVI/2018 182 huruf I Syarat Perseorangan Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 huruf I UU Pemilu bertentangari 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat secara 

bersyarat 	sepanjang 	tidak 	dimaknai 	mencakup 	pula 	pengurus 

(fungsionanjs) partai politik 

31/PUU-XVI/2018 10 ayat (1) Jumlah Anggota 	<PU Frasa "3 (tiga) atati 5 (jima) orang" dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c UU 



LAPORAN lABEL RINGKASAN ANOTASI PASAL/AYAT YANG DIBATALKAN MELALIJI PUTUSAN MK 

hurufc Kab/Kota Pemilu hertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum 	mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 	"5 (Jima) 

arcing." 

31/PUU-XVI/2018 Penjelasan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD iumlah Anggota KPU 

Pasal 10 ayat Kab/l<ota 1945 dan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat. 

(1)hurufc 

31/PUU-XVI/2018 44 ayat (1) Pasal 44 ayat (1) 	huruf b 	dan 	Pasal 44 ayat (2) 	huruf b UIJ 	Pemilu Jumlah Anggota KPIJ 

huruf b dan dalarn 	Rapat 	Pleno bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

ayat (2) huruf <PU l<ab/Kota mengikat. 

b 

31/PUU-XVI/2018 52 ayat (1) Jumlah Anggota PPK Frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 52 ayat (1) UU Pernilu bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat secara 

bersyarat sepanjang tidak dimaknaV'S (Jima) orang". 

31/PUU-XVI/2018 468 ayat (2) Jangka 	Waktu Kata "han" dalam Pasal 468 ayat (2) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 

Pemeriksaan 	dan 1945 dan tidak mempLinyal kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 

Pernutusan 	Sengketa sepanjang tidak dimaknai "hari kenja" 

oleh Bawaslu  

Frasa "dan jumlcth ançjgota KPU Kabupaten/Kotci"dalam Pasal 10 ayat(3) 38/PUU-XVI/2018 10 ayat3 Jumlah anggota KPU 

Kabupaten/Kota dan Lampiran I sepanjang rincian table "Jumlab Anggota Komisi Pemilihan 

Limum Kabupaten/Kota" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 

mempunyalkekuatan hukum mengikat. 

53/PUU-XV/2017 173 ayat 1 Penetapan 	Peserta Frasa "telah ditetapkan/" dalam Pasal 173 ayat (1) bertentangan dengan 

Parpol 	Pemilu 	oleh UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat. 

KPU  

53/PUU-XV/2017 173 ayat3 Verifikasi 	Penetapan Pasal 	173 ayat (3) 	bertentangan dengan UUD Tahun 	1945 dan tidak 

Peserta Parpol Pemilu mempunyal kekuatan hukum mengikat. 

oleh I<PU  

557 ayat 2 61/pu U-XV/2017 Kelernbagaan Pasal 557 ayat (2) 	bertentangan dengan (JUD Tahun 	1945 dan tidak 

Penyelenggaraan mempunyal kekuatan hukum mengikat. 

Pemilu di Aceh  

66/Puu -xv/2017 571 hurufd Pasal 	57 	(Anggota Pasal 571 huruf d uu Pemilu bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 

Komisi 	Independen tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat. 

Pernilihan) 	dan 	60 

ayat(1), 	ayat 	(2),  
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- serta 	ayat 	(4) -- 

(Pembentukan 	dan 

Masa 	Kerja 	Panitia 

Pengawas 	Pemilihan) 

U ndang-U ndang 

11/2006 	tentang 

Pemerintahan Aceh  

2 Uti 29/2004 tentang 10/PUIJ-XV/2017 Pasal 14 ayat Jumlah 	anggota Frasa "jurnlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) orang 

Praktik Kedokteran (1) huruf a I<onsil Kedokteran yang terdiri 	atas unsur-unsur yang berasal dan 	: (a) organisasi profesi 

kedokteran 2 (dua) orang" dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a bertentangan 

dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

sepanjang unsur "organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai 

tidak menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran. 

40/PUU-X/2012 Pasal 73 ayat Surat tanda registrasi Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak 

(2) clan/atau 	surat 	izin dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan a/at, metode, atau cara 

praktek paiSLi lain dalarn memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbLilkan 

kesan seolah-olc,h yang bersangkutan ada/a/i dokter atau dokter gigi yang 
telah memiliki surat tan c/a registrasi dan/atan surat izin praktik, kecuali 
tukang gigi yang mendcipat izin praktik duri Pemerintah" dan tidak 

mempunyal kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap 

orang 	dilarang 	men ggunakan 	a/at, 	metode, 	atau 	cara 	lain 	do/am 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan 
sea/oh-a/oh yang bersangkutan ada/a/i dokter atau dokter gigi yang telah 
memilik, surat tan do registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang 
gigi yang mendapat izin praktik dari Pemerintah" 

4/PUU-V/2007 Pasal 75 ayat Sanksi penjara praktik Pasal 75 ayat (3) sepanjang rnengenai kata-kata "penjara paling lama 3 

(1) kedokteran 	tanpa (tiga) tahun atm," bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 

surat tanda registrasi rnempunyai kekuatan hukum mengikat. 

4/PUU-V/2007 Pasal 76 Sanksi penjara praktik Pasal 76 sepanjang mengenal kata-kata "penjcira paling lama 3 (tiga) 

kedokteran 	tanpa tcthun atau" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyal 

surat izin praktik kekuatan hukum mengikat. 

40/PUU-X/2012 Pasal 78 Sanksi 	atas 	surat Pasal 	78 	bertentangan 	dengan 	UUD 	Tahun 	1945 	sepanjang tidak 

tanda 	registrasi dimaknai, "Setiap arang yang den gan sen gala men ggunakan a/at, metode, 

dan/ataLl__surat 	izin atau cara lain da/am memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 
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praktek palsu men imbulkan kescin sealah-o/ah yang bersangkutan ada/oh dokter atau 
dokter gigi yang te/ah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda 
registrasi dokter gigi atmi surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang 
mencicipat izin proktik dari Pemerintah sebagaimana dimaksud do/am Pasal 
73 ayat (2) dipiclana den gan pidana penjara paling lama 5 (limo) tahun 
atati clenda paling banyak Rp 150 000.000,00 (seratus I/ma puluh juta 
rupiah)" 	dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai "Setiap orang yang dengan sen gala men ggunakan a/at, 
tnetode, atau cara lain do/am memberikan pelayanan kepada masyarakat 
yang menimbu/kan kesan seolab-alab yang bersangkutan adalah dokter 
atau clokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda 
registrasi dokter gigi atrni surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang 
mendapat izin praktik c/ar! Pemerintah sebagaimana dimaksud do/am Paso! 
73 ayat (2) dip/dana den gan pidanci penjara paling !ama 5 (Uma) tahun 
atau denda paling ban yak Rp 150.000.000,00 (seratLis limo pu/uh jutci 
rupiah)". 

4/PUU-V/2007 Pasa! 79 Sanksi kurungan atas Pasal 79 sepanjang mengenal kata-kata"kurungan paling kma 1 (satv) 
pelanggaran 	oleh tahun atmi" bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak 
dokter 	atau 	dokter dimaknai, dan tidak rnempunyai kekuatan hLlkum mengikat. 
gigi  

4/PUU-V/2007 Pasal 79 huruf Pengecualian 	sanksi Pasal 	79 	huruf 	c 	sepanjang 	mengenal 	kata-kata 	"atau 	liuruf 	e" 

c pacla 	dokter 	atau bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, dan 
dokter 	gigi 	(yang tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat. 
menarnbah 	ilmu 

pengetahuan 	dan 
me ngi ku ti 
pe rke mba uga a 
kedokteran) _______________________________________________________________________ 

3 (JIJ 17/2014tentang 79/PUU-Xll/2014 
____________ 

71 hurufc Pembahasan 	IJU Pasal 71 huruf c hertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyal 
Majelis dengari DPD kekuatan 	hukum 	mengikat 	sepanjang 	tidak 	dimaknai 	"membahas 

rancangan undang-undang yang diajukan ole/i Presiden, DPR atail DPD Permusyawaratan 
Rakyat, Dewan yang 	berkaitan 	den gan 	otonorni 	daerah, 	hubungan 	dan 	daerah, 

erwakiIan Rakyat, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pen gelolaan 
sumber_daya_a/am clan seumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan Dewan Perwakilan 
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[)aerah, dan Dewan ketiungan ptisat dun daerah, den gun men gikutsertakan DPD sebelurn 

Perwakilan Rakyat  diambil persetujuan bersarna antara DPR dun Presiden" 

Daerah 79/PUU-XII/2014 166 ayat (2) Penyampalan 	RIJU Pasal 166 ayat (2) berteritangan dengan UUD 1945 dan tidak rnempunyai 

dan Naskah Akadernik kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Rancan gun undong- 

oleh DPD undcing sebagairnana dirnaksud pocla ayat (1) beserta naskah akademik 
disampaikan secara tertulis ole/i pimp/nan DPD kepada pimpinun DPR dun 

Presiden".  

79/PUU-XIl/2014 250 ayat (1) Kemandirian 	DPD Pasal 250 ayat (1) bertentangan dengan ULID 1945 dan tidak mempunyal 

dalam 	menyusun kekuatan 	hukurn 	mengikat 	sepanjang 	tidak 	dimaknai 	"Do/am 

Anggaran rnelaksanakan wewenang dun tugas sebagaimana climaksud do/urn Pascil 

249, 	DPD 	merniliki 	kemandirian 	do/am 	men yusun 	unggaran 	yang 

clituangkan 	ke 	do/am 	program 	dan 	kegiatan 	disampaikan 	kepada 

Presiden untuk clibahas bersama DPR sesuai den gun ketentuan peraturan 

perundang-undangan" 

79/PUU-Xll/2014 277 ayat (1) Penyampaian 	RUU Pasal 277 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

dan Naskah Akademik kekuatan hukurn mengikat sepanjang tidak dimaknai "Rancungan undang- 

dengan 	Surat undang sebagairnana dimciksud do/am Paso! 276 ayat (3) beserta naskah 

Pengantar oleh DPD akademik disampaikon den gun surat pengantor pimpinan DPD kepuda 

pimpinan DPR don Presiden" 

82/PUU-XII/2014 97 ayat (2) I<eterwakilan Pasal 97 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

Perempuan 	sebagal kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dirnaknai "Pimpinan komisi 

Pimpinan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil 
ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang 

bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesual dengan prinsip mLisyaWarah 

11 ntuk 	mu ía kat 	den gun 	men gutamakan 	keterwakilan 	perempuan 
men urut perimban gun jum lah anggota tiap-tiap fraksi" 

82/PUU-Xll/2014 104 ayat (2) Keterwakilan Pasal 104 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

Perempuan 	sebagai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 	"Pimp/nan Badan 

Pimpinan 	Badan Leçjislasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan pa/ing ban yak 3 (tiga) orang 

Legislasi wukil ketua yang dip//lb dari c/an ole/i anggota Badan Legislasi dalom satu 

paket yang bersifat  tetap berciasorkon usulan fraksi sesuai den gun pninsip 

rnusyciwarah 	un tuk 	mitfakat 	den gun 	men gutamakan 	keterwakilan 
perempuan men unit perimban gun jumlah_anggotcl tiap-tiap fraksi" 
Pasal 109 ayat (2) hertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 82/PUU-XIl/2014 109 ayat (2) Keterwakilan 
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- I Perempuan 	sebagal kekuatan hukurn mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan Badan 
Pimpirtan 	Badan Anggaran terdiri atas I (satti) orang ketua dan paling ban yak 3 (tiga) orang 
Anggaran wakil kettia yang dipilih dori dart a/eli anggata Bcidan Any garan dalam satu 

paket yang bersifat tetap berdasarkan usu/an fraksi sesuai den gan prinsip 
m usyawarah 	titituk 	mufakat 	den gun 	men gutumakan 	keterwukilan 
perempuan_men urut perimban gun jumlab anggo ta tiap-ticip fraksi" 

82/PUU-Xll/2014 115 ayat (2) Keterwakilan Pasal 115 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak rnempunyai 
Perempuan 	sehagai kekuatan hukurn mengikat sepanjang tidak dirnaknai "Pimpinan BKSAP 
Pimpinan BKSAP terdiri atas I (scitu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil 

ketua yang dipilih dori dan ole/i anggota BKSAP dalam satu paket yang 
bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesurti den gun prinsip rnusyawarah 
untuk 	mufaka t 	den gan 	men gutamukan 	keterwakilan 	perempuan 
men urut perimban gun jumlah_angqota ticip-tiap fraksi."  

82/PUU-XlI/2014 121 ayat (2) Keterwakilan Pasal 121 ayat (2) bertentarigan dengan UUD 1945 dan tidak rnempunyai 
Perempuan 	sebagai kekuatan 	hLikum 	mengikat 	sepanjang 	tidak 	dimaknai 	"Pimpinan 
Pimpinan MKD Mahkamali Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) orany ketua dan paling 

ban yak 2 (dna) orang wokil ketua yang dipi/ih dori dan oleh anggota 
Mahkamah Kehormatan Dewan dalam satu paket yang bersifat tetap 
berdasarkan 	usulan fraksi sesuai den gun prinsip 	musyawarah 	untuk 
mufakat den gan men gutumakan keterwukilan perempuan menurut 
perimban gun jumlah anygota tiap-tiap fraksi/' 

82/PUU-Xll/2014 152 ayat (2) Keterwakilan Pasal 152 ayat (2) bertentangan dengari UUD 1945 dan tidak mempunyai 
Perempuan 	sebagai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 	"Pimpinan BURT 
Pimpinan BURT terdiri atas 1 (satu) arang ketua dan paling ban yak 3 (tiga) orang wakil 

ketua yang dipilili dori dun ale/i angyota BURT dalam saW paket yang 
bersifat tetap berdasarkan usulanfrciksi sesuai den gun pninsip musyawarah 
un tuk 	m ufuka t 	den gun 	men gutamakan 	keterwakilun 	perempuan 
menurut perimban gun jum!ah ançjgota tiap-tiap fruksi." 
Pasal 158 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempLlfl'/ai 82/PUU-XlI/2014 158 ayat (2) Keterwakilan 

Perempuan 	sehagai kekuatan hukurn mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pimpinan panitia 
Pimpinan 	Panitia khusus terdiri atas I (satu) orang ketua dan paling ban yak 3 (ticja) arang 
KhLISUS wakil ketua yang dip/li/i driri dan aleh anggata panitia khusus berdasarkan 

prinsip rnusyciwurah untuk mufakat den gun men gutamakun keterwukilun 
perempuanmenurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi." 
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76/PUU -Xll/2014 245 ayat (1) Persetujuari 	Terulis Frasa 'tpersetujuan tertulis dori Mahkamah Kehormatan Dewan" dalam 

untuk 	Pemanggilan Pasal 245 ayat (1) bertentangan denan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

clan 	Permintaan kekuatari hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 11persetujuan tertulis 

Keterangan dc,ri Presiden" dan selengkapnya menjadi "Pemanggilan dun permintaan 

Penyidikan 	kepada keterangwi 	untuk 	pen yidikan 	terhadap 	anggota 	DPR 	yang 	diduga 

Anggota DPR melakukan 	tindak plc/ann 	hartis 	mendapat 	persetujuan 	tertulis 	dan 

Presiden ". 

76/PU U-XII/2014 224 ayat (5) Persetujuan 	Tertulis Frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewun" dalam 

untuk 	Pemanggilan Pasal 224 ayat (5) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai 

dan 	Permintaan kekuatan hukurn mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis 

Keterangan 	kepada ofori Presiden" dan selengkapnya menjadi "Pemanggilan dan permintaan 

Anggota DPR keteran gun kepada anggata DPR yang didtiga melakukan tindak pidana 
sehubun gun den gan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus mendupatkan persetujuan tertulis  

dori Presiclen". 

IJU 2/2018 tentang 38/PUU-XVI/2018 Pasal 73 ayat Pemanggilan 	Paksa Pasal 73 ayat (3), ayat (Li), ayat (5), dan ayat (6) bertentangan dengan UUD 

Perubahan Kedua (3), (4), (5), oleh DPR Tahun 1945 dan tidak mernpunyai kekuatan hukum mengikat. 

atas Undang-Undang  dan (6)  

Nomor 17 Tahun 16/PUU-XVI/2018 Pasal 245 Pemanggilan 	dan Frasa "Pernanggilan dan permintaan keterungun kepada anggota DPR 

2014 tentang Majelis ayat (1) permintaan sehubungan den gan te,jadinya tindak pidana yang tidak sehubun gun 

Permusyawaratan keterangan 	kepada den gan pelaksanaan tugas sebaguimana dimuksud dulam Pasal 224 hocus 

Rakyat, Dewan anggota DPR mendapatkan persetujuan tertulis dun! Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) 

Perwakilan Rakyat, bertentangan clengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan 

Dewan Perwakilan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata 

Daerah, dan Dewan pernanggilan 	dan 	permintaan 	keterangan 	kepada 	anggota 	Dewan 

Perwakilan Rakyat 
Daerah 

Perwakilari Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. 

16/PUU-XVI/2018 Pemanggilan 	dan Frasa 	"setelah rnenclapat pertimban gun 	dori Mahkamah 	Kehormatan 

permintaan Dewan" dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 

keterangan 	kepada clan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat. 

anggota DPR setelah 

mendapat Sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi: 

pertimbangan 	dan 

Mahkamah "Pemanggilun clan perrnintuan keterungan kepada anygota DPR yang 

Kehormatan Dewan. dkhiga 	melakukan 	tindak pidana 	yang 	tidak sehtibvngan 	den gun 
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peIckscnaan 	tugas 	sebaqairnana 	dimaksucl 	do/am 	Paso! 	224 	harus 

mendopa tkon perse tujuan tertulis dori Presiclen." 
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dnsaknai SeSiats amznj thI0( 	srn,,nnakan atat metode. alan cam knin daSlrn 
nrennke,skan peSlsi, Sepada noa,yarcakat yang 	kan ktan teolokuas ,an 
bksnlan ndaSlh dokfer aba, skkltn 3131 yarg Itoh menolti swat twta r03ictrnss 
dan/alan swat ian, paktk kecnal ftAoj TM ya, mzndapat Lon pmkrsk dxl 
Pensenntd, 	

P,jtuars MX Nomor 040/PUU-X/2012 
Pasal 73 t.ntang Sank,I n'as Swat Tarsda Registrasi 4.n/.lan 

Surat lzir, Praktik Pilsu 

Pa,al 78 bertnntaegan dengan UUC Tatnun 1945 separtian tidak dinsaksna). SctSlp acnnp pang dxt3an 
ma,wwn,ba, dot metodet  ofma ama Lair, 4alon, ,neniber,kan ptayanan kepada rrasyoaalat p 

n-n-,,imbufkrai ketan ,tldi-tLok vortz betswsglwtan oddat dokler alan doker 3131 5003 Etlah nsernull,i swat 
lm'da ne31sItasi 050,1 2001 fonda re3ntns dakm jgi attn swat ltd pmkok. Stand) Wbang pi rnn 
lT,ardaot Ito, voStrk dari Pnsngrincoi, eb03oin'ona olrnakar4 dolon, Paso) 73 aat (2) dipdono denan 
pojara pgnam vokm toma S (1dl toIna, atou doido rrolng ban-yak Rp 150 OO.00)se limo pnalsit 
p.o nmlol,J dan tidak mrmpanyai kewatan hukurn rnengkat sep.wang tadak donakrsai Setion 
Man YWIS den3an, samenta,aba,, oat matado, alas ama lana dolaar, rnornb&kan pe'ayanan kepbao 
,,rdat ywS menin,t,atko, heso,, s aiah-oah 'a,g b rsan3halan adolah dobtrr alan dolOn, 3 ,  3 
Lea, menskk, 20ot fonda soas, anon rural rondo re36traai doS Len 3131 otau natal Lain pm*trk kecad 
uJ.z-7 	5inr13 rnero? Lain masts do,l Pem&ntah seb03airrroo drnokaud dabam Paso) 73 anna 

pldamn, 'ja padn45 k,mo 5 Sn-a) basses aba dendo palmS SCtSvTk .4t  ISO (XC rJO.TCO 
)semtuo raw pukjhffi47ncba' 

r — 

L740 

Hinga kinj, 6 PasaUAyatt 
ds3m tJU Praktik Kedcktecn 
telah dibtalkan rm&aiw 
Putusan MK dc be(urn ' 
diUndakianjuti dengan ad,ajiyi 
pe.rubahan UU mi. 

/iir 	I14 

U 
• cs'is 

Putusar, MX Nomor4fPIjU-V/2007 
PsatusanMkNomork/PUU-V/2007 	 paaa( 76 tontang Sar,osr PrjOr 
Posal 75 lyat 1) tentang Sr,kar Prjara 	 Praktik Kedo tear, tanp Srrat an 

Pr.ktrk KOdokLerer, Tarrpa Snart T.nda 	 Priktlk 

Rn,atrasr 	 Pasal 76 separ.ang mnsrgnsra kZa-kata 

PasaL 75 ay (3) senanjang n,n,gr,  Ir,-a34 	
ns'ima par 	lo,o, 3 (tioJ ta'isot 05z 

penxa patn Ixna 3 ('re.i laSs,,, atau 	 altCtan'60ft dengan U(JD Tatu, 1941 dan 
trsaswod kekraata,, nM.on ,ronkat bertentangan dengan LiD tsSan 1945 dan tda4( 

mr,ru,y kekuat.o, I,ukuan nng'ua: 

ANOTASI 

2007 
Putusan MX Ncn,or4jP'JU-V/2007 

Pasai 79 lentang Sank,) Kurungan 
alas 'etanggarsn al-h CaSter atau 
Onkler Gigi  

Pasat 79 s003njang nonsgenai kala-kata 
ksati,on pdk,j lama I (tu) tahun Clara' 

becterstarsgn dengan JIJD Talsun 1945 
kepanjang tidak dinraknai. don tidak 
menrpwnyai kekuatanhuknrn rnersg5nat 

Putusan MX Nonrnor 4/PUU-V/2007 

Pas( 79 l,raruf C tentang 
P.rsgecudlman Sank,, pada DOktr 
ataa CaSter Cg. yang Msnarr,bah 
(ma, PengeLaI'aan dan Mengkati 

P.rkembaogan Xedaktn,an 

Paso1 79 hurst c sepan(alg rncngena. 1ut-
kata 'alma nasal e' bentontangan dengan 
lAID Taloan 1945 segran(ang tidak 
di,noknai. don fLeaS rnenVuryai kekuatan 
huk,a,, n,engikat 
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LAPORAN HASIL KONSULTASI/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR (KEPALA 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG) 

P&aksanaan 

Waktu 	: Seasa, 13 Agustus 2019 

Tempat 	: Ruang Kepala Pusat Pemantauan Felaksanaan Undang-Undang 

Nama Calon Pegawal Negeri Sipil 

Refaini Hasna Ghassani, S.H. 

Nama Kepala Pusat Pemantauan Pe!aksanaan Undang-Undang 

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 

HasH Konsultasi 

1. Fenulisan dalam infografis masih perlu untuk diperbaiki, sebagaimana berikut: 

Penulisan "No." pada setiap Judul Undang-Undang dalam Infografis 

Anotasi diubah menjadi "Nomor". 

Penambahan "Tentang" pada seflap Judul Undang-Undang dalam 

Infog rails Anotasi. 

Penambahan kalimat "Anotasi Putusan Mahkamah Konstitusi" pada 

setiap Judul Undang-Undang datam Infografis Anotasl. 

Setiap putusan cukup terdiri atas Nomor Putusan dan Amar Putusan. 

2. Terkait kegiatan Unggah (Upload) dokumen dengan BOTI untuk dihapuskari dan 

Rancangan Kegiatan dan dijadikan kegiatan jangka panjang, yakni kegiatan 

lanjutan setelah selesainya aktualisasi dan habituasi CPNS. 

3. Video testimoni Aktualisasi untuk diberikan oeh Bapak Rudi Rochmansyah 

selaku Kapus Pantak UU, Ibu Poedji Poerwanti selaku Koordinator Bidang 

Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, serta Reza Azhari selaku Analis 



Hukurn penanggungjawab Anotasi Puspanlak UU pada hari Jumat, 16 Agustus 

2019. 

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

Rudi Rochmnsvah, S.H., M. 
NIP. 19692131993021001 



•UANG. 
KEAHUAN DPR RI 

PutusanMXomc12O/UU.X1U19 
A 1  Frasahariya t  dlktIan dan se!esai c TPS/TPSLN yang 

J : b€SaflgkUtfl pacbharl pnn: suara' daiam:Pasal 383. 
ayat (2) bertenbngandengan tlJDTahun 1945 dan tidak 
mempunyal kekuatan hukwn mengikat secara bersyarat 
separ4ang tidak dlmaknal "hanya dibkukan dan seksai di 
TP$TPSLN yang bersawtan pada hai penn ra 
dan datam hal pedilhngan a belum selesal dapat 
dIpparijanë taipa jeda palbigIlas a 12 (dua belas) Jam sek 
beralkhhWJ2 had nmnunmiftnd 	 - 

Putian MX  s Nosnc,2o/UU.XVUJaO1 

çiJm - bertentann dn nUtV hm1945 dan tldak 
- hum men seca bersyarat 
sepaa tidak 5malmal "palmg hanbat 30 (tip puU) baf 
sebem had pebn suara kumN bagi pemilih karena 
kandisi tidak terdaga kiar Iivaçuan dan keniaian 

- alan -. 
Uhana serb karena mh*an tugas pada saat 
pemungubn suara ditentukan pukng lambdt 7 (tujuh) haril 
ebebinhaii 

Putusan Mx Noof 20/PUU-XVll/2011 
.Frasa 	kartu tanda penduduk 

elektronlk' dalarn Pasa! 348 ayat (9) 
•. beitentangan dengan UUD ..Tahun 

1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat 
sejianjang tidak dlmaknai utermaSuk 

• - surat keterangan perekaman 
kartu tanda penduduk elektmnik 

tehiarkat oteb dinas
. 

 
• kependudukan dan catatan sipil atau 

Instansi lain yang sejenlsnya yang 
memdilclkewenanganiuthikltu". 

Psisix Hamm 30/PUWXVI/2018  
• 	Frasa 3 (tip) atau 5 (Jima) orang 

dalam Pasal 110 ayat (I) humt c 
bevtentar.gandengan UUD 1945 dan 
tidali mempunyal kekuatan hukum: 
mengikat secara bersyarat sepanjang 
Aftk maknal 1'5(ftma)orang 

Putusan MX Nornor 30/PUU-XVI/2018 
Frasa pekerjaan lain' dalam Pasal 182 huruf 
I bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyal kekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pub 
pengums(hmgslanarb) parbi poJitL - 

Putusan MX Nomor 30/PUUXVl/201 
Kata hari dalam Pasal 468 ayat (2) bertentangan 

L. dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak 

• 	din knai'hari kerja" 	 : 

Putusan MX Nomor 38/PUU-XVI/2018 
Frasa "danjumlah auggota KPU Kabupaten/Kota' 

j dalam Pasal 10 ayat (3) dan Lampiran I sepanjang. 
- rincian table "Jumtah Anggota Komisi Pemirihan 

Umum Kabupaten/Kota' bertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukutn mengikat 

Putus*n MX Nomo, 30/PUU.XVTJ20I8 
-/l Penjelasañ Pasal 10 ayat (1) hund 

1 c bertentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai Icekuatan hikum 
menkat 

Putusan MX Nomor 30/PUU-XW2018 

T11. Pasat 44 ayat Ii) humf b dan RaW 44 
'ayat (2) hwuf b bertentangan dengan 
UUD 1945 ian tkfak menunyai 
kekuatan hukuin mengikat 

Putusan MX Nomsr 30/PUUXVI12018 

Frasa 3 (tip) orang' datam Paul 52 
(1) bertentangandengan ULO 1945 

dan tidak nienunyai kekuatan kukum 
mengikat seca'a bersyarat seDanjang 

• tidakkmaknai'5 I1ina$orang'. 

Putusan MX Nornot 53/PUU-XV/1017 

Frasa 'telah ditetapkamr datam Pasal 
173 ayat (1) berlentangan denganUUD 
Tahun 1945 clan tidak memp..nyai 
kekuatan hukuminengikat 

Putusan MX Nomr 53/PUU-XV/217 
173 ayat (3) bertenta'Ean 
UUD Tahun 1945 dan tidak 

nyai kektatan hutaim mengkat 

Putusan MX Nomor 61/PUU-XV/2017 
, Pasal 557 ayat (2) bertentangan 

- dengan LUUD Tahun 1945 dan tidak 
mempunyac kekuatan hukum 
mengkat 

Putusan MX NOmor 6$/PUU-XVJ2O17 
-. Pasal 571 huruf d bertentangan dengan 

UUDTahun 1945 dan tidak mempunyac 
kekuátan hukum mengikat 



AOT14SI 
UTUA1 MAHgAMAE-I KONISTITUSI 

3i? 

Putusan MK NomorOlO/PUU-XV/2017 

Frasa jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia ANJ C)TAS I 	17 (tuLh belas) crarig yang terdiri atas unsur-unsur 
yang berasal dan (a) orgarlisasi profesi kedokteran 2 

2 01 7
(dua) orang' dalam Pasal 14 ayat (I) huruf a 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
olempunyac kekuaran hukum mengikat sepanjang 
unsur organisasi profesi kedokteran' tidak 
dimaknai sebagal tidak menjadi pengurus organisasi 
profesi kedokteran 

Putusan MK Nomor 40JPUU-X12012 

Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 
sepaojang tidak dimaknai. Seticp orwig dilarong rnengunakari 
olct rnetcee, atau cam lain dalam met-nberikan peiayanan kepado 	AN OTAS I 
nscsycrakat yang menimbulkon kesan seciah-olah yang 
bessangktitan adalah dokter atau dokter g(gi yang teioh merr.iliki 
surat tars-ia rngisli-asi dari/otau surat iziri proktik. kecuafl ttarg 34i 	2012 
yang rnendap-at izin praktik dari Prmerintah dan tidk 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai. 'Setiep orang dilarang rn ritjr.akan alat. ,netode, atari 
cam lain thlarn membfKan pei'ayanan kepado rnasyarakat yang 
menüriaiJkan kerizn seoteholah yon.g bersargku tan o4alah dokter 
Olau dor4er gigi yang tefh meniiliki sw-at tanda registrcsi danlatou 
sw-at laIn p aktik.k ctll tskang gIgi yang rnenda par lain pro ktik dc.ri 

Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012 

Pasal 73 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 5epanjang tidak dimakriai. '5etiap omng 
yang dengan sIga rnengnakon olat, metode, atau cam Join da!am rnembenikani peIayonm 
kpada mosrakat yang menimbulkan kesan seoiah-olah yang bersangkutcri adalat, dokter 
arou dc1cergigi yang t&.ab men,iiki surat tar-ida registrasi otau sw-at tarida registraei dcktergr'gi 
atau aa-ot lain praktik, kecvali tukang gigi yang mendaat laIn proktik don Pem&ntah 
sagalrnorla dlmokssad dafam Paso) 73 ayat (2) dipidarta dengan pidana penjara poring toma S 
(Unia) tatan otou denda paling brryak Rp 1500GO.000,00 (seratus Jima pult.ti juta wplat-ir 
dan tidak mempuntysi kekuatari hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai Setap oesng 
yang dengan sengcja meneunekan alat, metode otau cara lain dolam mernbenikon pelayanon 
kepada mosyerakat yang menimbulkan kesan seolah-o (oh yang bersongkutan adolch dokt& 
atau doktergigi yang tek,M memiliki sw-at tanda ristros) otau surat tanda registrosi daktergigf 
atOu scirot .!in praktik ken-c!i tukang gigi yang mendcpar join praktik dari Pemertntah 
sebagaimaric dhr.aksud dafam Paso! 73 ayat (2) dipidana dengan pidana perijara poling loma 5 
(Vnial taftun Otau dendo paling barryok Rp 150.000.000,CO (seratus limo puiuh jtta rtjplah) 

— 

L_ çv 

Hingga k)ni. 6 PasallAyat 
dalam UU Praktik Kedakterari 
telah dibatalkan melalui 2 
Putusan MK don belum 
ditindakianjuti dengan adanys 
perubahari tJU ml. 

12 I 

Putusan MK Nomor 4/Pt,JU-V/2007 

Pasal 75 ayat (3) sepanjarig mengenai 
kata-kata 'penjara paling lama 3 (tigal 
tahun atau' bei-tentangan dengan UUD 
Tahun 1945 dan tidak mernpunyai 
kekuatan hukum mengikat 

Putusan MK Nomor 4 /PUU -V1200 7  

Pasal 76 sepanjang mengenal kata-kata 
penjam paling loma 3 (tlga) tahun atau 

bertcntangan dengan UUD Tahun 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukurt, 
mengkat 

ANOTASI 

2007 
Putusan MK Nomon 4/PUU-V/2007 

Pasal 79 sepanjang mengenai kata-kata 
'kurungon poling Soma I (satu) tahun otau 
bertentangan dengan UUD Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai. dan tidak 
mempunysi kekuatan hukurn mengikat 

Putusari MK Nomor 4/PUU-V/2007 

Pasal 79 huruf a sepanjang nlengeniai 
kata-kata atou huruf e' bertenitangan 
dengan UUD Tahuri 1945 sepanjang 
tidak dirnaknai, dan tidk mempunlyal 
kekuatan hukum rnengikst 
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Putusan MX Homer 
30/PUU-XVI/2018 

Penjelasan Pasal 
i10 ayat (1) hUrUf 
c bertentangan 
dengan UUD 
1945 dan tidak 
mempunyal 
kekuatan hukum 
mengikat 

Putusan MX Namer.  
30/PUU-XV1/208 

/1 Pasal 44 ayat (1) 
L\ I 1 hurufbdanPasal44 

ayat (2) huruf b 
bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 

Putusan MX Homer 30/PUU-XVI/2018 

Frasa "3 (tiga) orang" dalam Pasal 52 
ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidakdimaknai "5 (lima)orang. 

Putusan MX Namer 38/PUU-XVI/2018 
Frasa "dan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota" 
dalam 	10 ayat (3) dan Lampiran I sepanjang 

'- nnc,an table "ium!ah Anggota Komisi Pemihhan 
Umum KabupatenlKota" bertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kékuatan 
hukum mengikat. 

!UNDANG UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI 

Putusan MX Nomor 20/PUU-XVII/2019 
Frasa whanya dilakukan dan selesai di TPSflPSLN yang 

Ij  bersangkutan pada hari pemungutan suara dalam Pasai 383 
ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat 
sepaniang tidak dimaknai lianya dilakukan dan se!esai di 
PSPSW yang benwtan pada ban pemunn suara 

dan dalam hal perhitungan suara belum selesal dapat 
diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak 
berakhirnya han pemwlgutansuara 

Putusan MX Namer 20/PUU-XVII/2019 
Frasa TMpaling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 210 ayat 

IL (1) bertentangan dengan UUDTahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat secara bersyaratsepanjang tidak 
dimaknai paiing lambat 30 (tlga pulub) han sebelum had 
pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak 
terduga di luar kemampuan dan kemauan pemih karena sakit, 
tertimpa bencana alam, nienjadi tabanan, serb karena 
menjalankan tugas path saat pemungutan suara ditentukan 
paring iambat7(tujuh) hail sebelurn had pernungutan suara". 

utusan MK Nomor 20/PUU-XVU/2019 
Frasa "kartu tanda penduduk 

LJ etektronik" dalam Pasaf 348 ayat (9) 
bertentangan dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak mempuniyai kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat 
sepanjang tidak dimaknai "termasuk 
pula surat keterangan penekaman 
kartu tanda penduduk elektronik 
yang dikeluarkan oleh dinas 
kependudukan dan catatan sipil atau 
instansi lain yang sejenlsnya yang 
memiliki kewenangari untuk itt?. 

Putusan MX Nomor 30/PUU-XVI/2018 

.A Frasa 3 (tiga) atau 5 (lima) .orang" 
{ II dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c 

J bertentangandenian UUD 1945 dan 
tidak nmpunyai kekuatan hukum 
mengik secara bersyarat sepanjang 
tkiakdinaknai "5 (Ilma) orang' 

Putusan MX Homer 30/PUU-XV1/2018 
Frasa "pekerjaan lain" dalam Pasal 182 

I 1  huruf I bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak mempunyái kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai mencakup pula 
pengurus (fungs ds)partai poritik. 

Putusan MX Nomor30/PUU-XVI/2018 
lata 'harr datain Pasal 468 ayat (2) 

I bertentangan dengan UUI) 1945 dan 
- tidak mempunyal kekuatan hukum 

mengikat secara bersyarat sepanjang 
tidak dimaknai "han loeria" 

utusan MX Namer 53/PUU-XV/2017 

Frasa "tefah ditetapkan/' dalam Pasal 
173 ayat (1) bertentangan dengan UUD 
Tahun 1945 dan tidak niempunyai 
kekuatan hukum mengikat 

Putusan MX Nomor 51/PUU-XV/2017 
tusan MX Nomor 53/PUUXV/2017 	PaSal 557 ayat (2) bertentangan 
Pasal 173 ayat (3) bertentangandengan 	dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai 	mempunyap 	kekuatan 	hukum 
kekuatan hukum mengikat 

Putusan MX Nomor 66/PUU-XV/2017 

... PP 571 huru.enthngandei 
• UUD Tahun 1945dan tidak mernpii 

kekuatan hukum mengikat 



ANOTASI 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

UNDANG-UNDANG NOMOR24TAHUN 2004 
TENTANG 

PPAKTIK KEDOKTERAN 

Putusan MK Nomor 10/PUU-XV/ 2017 

ANOTASI 	Frasa jum!ah anggota Konsil Kedokteran Indonesia 17 (tujuh belas) 
orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dan : (a) organisasi 
profesi kedokteran 2 (dua) orange dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a 201 7   bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyal 
kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur 'organisasi profesi 
kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak menjadi pengurus 
organisasi profesi kedokteran 

Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012 
Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai Setiap orang dilarang rnenggunakan alat metode, atau cara lain dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah 
yang bersangku tan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memüiki surat tancia 
registrasi dan/atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang menda pat izin praktik 
dari Pemthntah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ANOTAS I 
tidak dimaknai, Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain 
dalam membenikan pelayanan kepada rnasyarakat yang menirnbu!kan kesan seolah- 	2012 olah yang bersangkutan adalah dokter otau dokter gigi yang telah memiliki surat 
tanda registrasi dan/atau surat izin pmktik, kecciali tukang gigi yang mendapat izin 
praktik dori Pemerintah 

Putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012 
Pasal 78 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, setiap orang yang dengan sengaja 
menggunakan alat, metode., atau cara fain dalam membenikan pekyanan kepada rnasyarakat yang menimbulkan kesan 
seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau doktergigi yang te!ah merniliki surat tanda registrasi atau surat tanda 
registrasi dokter gigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi yang menda pat izin praktik dari Pemerin tah sebagaimaria 
dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atac., denda paling ban yak 
Rp 150.D00.000,00 (seratus lima puiuhjuta rupiah) dan tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai Setiap orang yang dengan sengaja nienggunakan alat, metode, atau cam lain dalam memberikan 
pelayanan kepoda masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi 
yang telah merniuki surat tanda registrasi atau surat tanda registrasi doktergigi atau surat izin praktik, kecuali tukang gigi 
yang menda pat izin praktik dari Pemerin tab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 oyat (2) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dendo paling ban yak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)' 

14 

Putusan MK Nomor 
4/PU U-V/2007 

Pasal 75 ayat (3) sepanjang 
me ngeriai kata-kata penjara paling 
lama 3 (tiga) tahun atau 
bertentangan dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukurn mengikat 

Putusan MK Nomor ANQTAS 
4/Pu U -V/20 07 

Pasal 79 sepanjang mengenai 
kata-kata TMkurungan paling lama 
I (satu) tahun atau' 
bertentangan dengan UUD 
Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai, dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat 

Hingga kini. 6 PasallAyat 
dalam UU Praktik <edoktecan 
te!ah thbatakan rnelalui 2 
Putuan MK dan bekim 
ditindaklanjuti dengan adanya 
pertibahan ULIInL 

I 	 - 

Putusan MK Nomor 
4/Pu U -V/20 07 

Pasal 76 sepanjang 
mengenai kata-kata 
'pe.njara paling larna 3 
(tiga) tahun atau 
bertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan 
tidak 	mempunyai 
kekuatan 	hukum 
mengikat 

CXD7 Putusan MK Nomor 
4/PUU-V/2007 

Pasal 79 huruf c sepanijang mengenai 
kata-kata atau huruf e bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai, dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat 



ANOTASI NJTUSAN MA}IKAMAH KONSTITUSI 

TJNDANG- UNDANG NOMOR i TAHUN 2004 

TENTANG MTR, DPR, DPD & DP (MD3) 

Pasal 71 huruf C bertentangan dengan UUD 1.45 dn 
tidab rnernpunyai kekuatan hnkssns mengjha6 
sepanjang tidak dimakna membahau rJrcargan 
undang-undang yang diajukan nleh Pretides. DP 
atau OPO yang berkaitan dengan oconnuni danrab. 
hubungun dan daerah, pernbertukan dan tuereekanan 
set-ta penggabungan daerah, pengelalaan sumber 
daya alarn dan seumber dana ekanorni Iainnu, set -ta 
perimbangan keuangan punat dan daerah, denan 
rnengikutsertakan DPD sebetuns diumbil persetssjnan 
bersansa antara DPI dan Presidpn 

Pasal 166 ayat 2) berteritangan dengun UUD 1945 
dun tidak rnernpunyai kekuatan hukum mengikat 
sepunfang ttdak dinuaknai Rancangnn undeng-undun 
sebuguimanu dimakstud padu uyat (1) beset-ta ruaukah 
n&nden,ik disanipaikan secara ret-tutu nick pinupkmon 
OPD kepada pimpinan DPI dan Pr&dcn; 

Pasa) 277 ayat (1) bertsniaegan dengan 
UUD 1945 dart Udak n-ienspLnyai kekuatasi 
hukum uriengikat sepae)ang tidak dinuaknai 
Roiscarugan tundu.ing-sndang ye hagaimana 

dimuksud datum Pasal 276 usynt (3) bescrta 
naskab akadenuik disampalkan dengan siurat 
pengantar pins pitlan DPR kepuda picnpiruan 
DPI dan Pmnsiden 

Pasal 250 ayat (1) bertentangan derugan ULJD 
1945 dan tidak mernpunyai kekuatan hukum 
niengikat sepanjang tidak dimaknai 'Dalanu 
rnelaksanskun wewenarug dan tugas 
sebagaiunauua diunaksud datarn Pasal 249. DPD 
memiliki kernandirlun dalarn menytusun 
annis,-an yang dituangkan Ins dalam program 
dan kegiatun disampaikan kepada Presiden 
Untuk dibahas bersama DPI sesnai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangun' 

Putusan P4K Nomor 82/PuU-XIl/2014 

Pasal 97 ayat (2) bertentangarn dartgark tJUD 
1945 dan tidak mempunyai kekuatart httkunn 
mersgikat sepanjang tid.ak dirrsaknrai 7lmpitan 
komisi terdiri atas 1 (soW) orang ketua ds paling 
banyak 3 (tigo) at-sing wakil ketua yang diailJJt dri 
dan oleh anggota kornisi didarn setu pnsknt ynnig 
bersifat tetap berdasarkun usulan (raksi sesusa 
derigon priridp msisyawarah ur6uk mutokat 
dengan mengutontakam keteawakilaape,eivpnsan 
rnenurut pe.rimbangan jemtth anggo&a frap-tlap 
fraksr 

Putusan MK Nomor 82/Pu-x1/2oi4 

Pasal 104 ayat (2) bertentaagan dengam U&JD 
1945 dan tidak rnenipunyai kekuatan hukuat 
mengikat sepanjangtfdakditnaknai Pfsinasn 
Radon Legisfas) tendki untras I (5otr) ocring ke6qx 
dan paling ban yak 3 ftfga) ocang wnktl kedua 
yang d)iih dari don olktr anohs Ba&in 
Legislasi diatom satu paket yang bersifeat tetap  
berdasorkon usulan (mksi seswai dengon p6iKip 
mus yawn rush untuk mcu(akab kagaa 
mengutamokan kdarwakifan pereaspm 
menurut perinibangan jwnlah ang3ata fn 
flap fraksi 

utusan P4K Nomor a2iPtJU-X11J2014 

asal 109 ayat (2) bertentangan ctgan UUD 
1945 dan tklak mernpuclyai kekuataa hsskum 
nengikat sepanjaitg tktiak dimak,tai P6npnan 
ladan Mggaran terdi atcs I (salta) araing ketsai 
fan paling ban yak 3 (tfga) orang wakif ketua yang 
fipilih dat-i dan oteh attgata &zka, Mggaran 
(atom satu paket yang bershfttt tutap berdesarkan 
rsu fan fraksf sesual ckngoet pninsip ureyaswtxeah 
intuk mufakat ckngarn meaiaMaakI 
eterwakhlan peiempzjw naeiizau* pe,fnthangart 
sm!ah anggota tiap- tiajfnaksr 

utusan MK Nomor 082/PIJU-Xil/2014 

saI 158 ayat (2) bertentangan deagan 
UD 1945 dan fidak nvmpu;Tf4 kekuataa 
ukum mengikat sepai-sjaag tidak denakriai 
'impinan panitia khusus terdip-E atas I Cte*-a) 
rang ketua dun pals3 &ri1yac 3 (V&W oeasvg 
'akil ketua yang dipBhh dart den aids anota 
anitia khusus berdosarkan piinsip 
us yowarah untsik nitutat deaian 
engutamakan kriterwakffoj, prøssuan 
gnat-ut perim6ongan jumlaji anggo&a flap-
op fraksi' 

Putusan P4K Nomor 82/PUU-XII/2014 

Pasal 115 usyat (2) bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
Pimpinan BKSAP terdiri Otas 1 (satu) orong 

ketua dan paling ban yak 3 (tiga) orang waki) 
ketua yang d)piITh dat -) dan oleh anggota B)SAP 
dalani satu paket yang bet-shot tetap 
berdcasarkon usulan fruaksi sesuai dengan prinsip 
musyawarah untuk mufokat dengan 
rnea-tgutamakon keterwaki(an perempuan 
menurut perimbangan jumfah anggota tiop-
flap fraksi. 

Putusan MK Nomor 82/PIJU-X1112014 

Pasal 121 ayat (2) bertentangan deagan UUt) 1945 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum rnengikat 
sepanjang tidak dimaknai Pimpinan Mahkamah 
Kehormatan Dewon terdiri atas I (sotu) orang ketua 
don paling ban yak 2 (duo) orong woki) ketua yang 
dipilih dan) dan o)th arggota Mahkamoh Kehormatan 
Deann dalam satu peiket yang bersifat tetap 
berdasarlean Usu)an ft-a kg) sesuai deaigart pnrusip 
mttsyaworah untuk rnufakot dengan mengtitam&an 
ketgtwakilan perempuan menurut perimbazigan 
.urniah anggota flap-Hap fraksi. 

Putusan P4K Nomor 82/PUU-xlj/2014 

Pasal 152 ayat (2) bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
"Pimpinari BURT terdiri otas I (saW) orang 
ketua don paling ban yak 3 (tiga) orang wakil 
ketua yang dipilih dart dan oleh anota BURT 
datum satu paket yang bersifat tetap 
berdasarkan usulan fraksi se.suai dengan prinsip 
musyoworah untuk mufakat dengan 
,nengutamakan keterwak,lan peremuan 
menurut perimbangan jumlah ang'ota flap-
flap fraksi. 

/ 

'/-- 

a a a 	 a.. 

IFO SINOKAT - 
16 PcasQVAyQt dalarn UU MD 

dibatalkan mloIui 4 Putusar 

P4K. 

Sebagicin besar Pasol/Ayat 

dalcitu Anotcisi 2014 tIah 

ditIadaklanjuti. nanlun 

PasaVAycit dalom Anotasi 2018 
bualuan ditindaklanjut) dengan 

adonya perubahan IJU in). 

Frasa persetujuan tertu)is dat-i Mahkamah 
Kehoimatan Dewan da)am Pasal 224 ayat 
(5) beetentangan dengan UUD 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mersgikat 
sepanjang tidak dimaknai 'persetujuan tertu)is 
dan) President" dan se)engkapnya menjadi 
l'es-nanggilcan dan permintaan keterangan 
kepada arrggotca DPR yang diduga melakukan 
tindak pidana sehubungan derigan peloksanaan 
trigas selasgaimana dimaksud poda ayat (1), ayat 
(2). ayat (3), dan ayat (4) hams mendapestkan 
peisett4uan tnt-tails dari Pnesiden. 

.iu N:t-7-u ;-<  

Frasa 'persetuluan tertulis dat -i Mahkan -uh Kettocmatan 
Dewan' da)am Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan 
UUD 1945 dan t)dak mempunyal kekuatan k&ktitn 
mengikat sepanjang tidak d)maknai 'persetujuaat fertuhs 
dari Presiden" dan selengkapnya menjadi 'PensangIan 
dan permintaart keterangan untuk penyklikan terhcadap 
anggoto DPR yang diduga melakukan tiridak pidono last-us 
menda pat persetujuan tet -tulis dot-i Presiden 

ANOTASI 
PUTUSAN MAJIKAMAH KONSTITUSI 

UNDANG-TJNIDANG NOMOR 2 TAHTJN 2018 

TENTANG- PERUBAHAN UNDANG- 
UNDANG NOMOR I7TA]{UN 2014 

TENTANGMPR, DPL DPD & DPRD (MD3) 

Pasal 73 ayat (3). ayat (4). ayat (5), dan ayat (6) 
bertentangan dengan UUD Taltun 1945 dan 
tidak mernpunyai kekuatan hukum mengikat. 

• 	 Pasal 122 huruf I berteusitangan dengan IJIJD 
Tabun 1945 dan tidak mempunyal kekuatan 
hukum mengikat. I 

Frasa 'Pemcngg)lan dan permintaan keterangan kepada anggoto DPR sehubungan dengan terjad)nya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan peiaksanaan tugas 
sebagoimana dimakstcd datum Paso) 224 hat-us mendapatkan persetujuan tertu)is dan) President' dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 
mentpunyai kekuatan hukw -n mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata pemanggilan dan permintaaa-s keterangan kepada anggota Dewan 
Pet-wa kilan Rakyat yang diduga rnelakukan tindak pidana. 
Frasa setetah menda pat pertimtxsrigan dart Mahkarnah Kehormatan Dewan dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum meng)kat. 

Sehingga Pasal 245 ayat (1) se)engkapnya menjad): 'Pemanggifan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga metakukan, tindak pidana yang tidak 
sehubungan dengan pelaksartaan tugus sebagaimana dimaksud datum Pasat 224 hams mendapatkan persetujuan tat-Wits dat-i Presiden' 

O @puspanlak_uu 	(DI www.puspanlakuu.dpr.go.id  
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LAPORAN HAS1L KONSULTAS1/BIMBINGAN BERSAMA MENTOR (KEPALA 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG) 

PeIaksanaar 

Waktu 	: Kamis, 15Agustus 2019 

Tempat 	: Ruang Kepala Pusat Pemantauan Peaksanaan Undang-Undang 

Nama Calon Pegawai Negeri Sipil 

Refaini Hasna Ghassani, S.H. 

Nama Kepaa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 

Hasill Konsultasi 

Kegiatan Pemaparan Infografis Anotasi kepada seluruh internal Puspanlak UU 

untuk dikonsultasikan kembali terkait jadwal dengan Ibu Poedji Poerwanti selaku 

Koordinator Bidang Femantauan Pe!aksanaari Undang-Undang dan Ibu Dahliya 

Bahnan selaku Kasubbag TU Puspanlak untuk dipindahkan ke hari Jumat, 16 

Agustu 2019 pukul 16.00 WIB, setelah selesainya acara Pidato Kenegaraan. 

Kegiatan unggah (upload) infografis agar dilakukan dalam jangka panjang 

mengingat output yang dihasilkan akan mempengaruhi khalayak yang sifatnya 

tidak hanya menyangkut internai saja, sehingga proses yang dakukan untuk 

mencapai tahapan unggah (upload) infografis tersebut masih memerlukan waktu 

yang cukup panjang. 

Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, 

I 

R udi Rochrhansyah. S.H., M.H. 

NIP. 19602131993021QO1 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAXYAT REPUBLII( INDONESIA 

JLN, JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TEL.; (21) 57i5 .349 FAX. 	fl5 4231 5715 925, WEBSITE www.dpr.go.id  

Nomor 	:-fPÜSPANLAK UU/812019 
Sifat Biasa 
Derajat : Segera 
Lampiran I (satu) Ibr 
Perihal Undangan Rapat 

Jakarta, 13 Agustus 2019 

Yth. 
Daftar Nama Terlampir 
J 2k 2 i t 2 

Dengan hormat, 

Kami beritahukan bahwa Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan KeahHan DPR RI akan mengadakan Rapat rnengenai 
AktuaUsasi Felatihan Dasar Calon Pegawal Negeri Sipil PUSFANLAK UU,, 
yang akan dilaksanakan pada: 

Hail! tanggal: Jumat, 16 Agustus 2019 
Waktu 	Pukui 15.00 s.d 16.00 WIB 
Acara 	Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Ca Ian Pegawai 

Negeri Sipil PUSPANLAK UU 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang- 

Undang Lantai 6 Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI 

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya. 

Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih. 

Kepala Pusat Pemaritauan 
Pelaksanaan Undang-Undang 

udI Rochr%iansvah. S.H.. Mi 
NIP. 1969213 1993021 001 



Dafter Uncanoan 

i. Rudi Rochmansyah, S.H., M.H. 
Dahliya Bahnan, S.H,, M.H. 
Harlyanto, S.H. 
Poedji Poerwanti, S.H., M.H. 
YucaranaSukarno Putra, S.H., LLM. 
Nur Azizah, S.H., M.H. 
Maufidia Novita, S.H., M,Si. 

B. Ester Yolanda Friska, S.H., M.H. 
9. Reza Azhari, S.H., LL.M. 
10, Ira Chandra Puspita, S.H., M.H. 
11.Yosa Jeremia Donovan, S.H., M.H. 
12, Bintang Wicaksono Ajie, S.H., M.H. 
13.Putri Ade Norvita Sari, S.H,, M.H. 
14.Anisa Rahmasari, S.H. 
15.Refainf Hasna Ghassani, S.H. 
16.5. Agus Trimarawulan, S.H. 
17,Pinanti Mega Dewanti, S.H. 
18.Rr. Lucia F Dewi Darnayanti Yudakusuma, S.H., M,Kn. 
19.Mece Irianna Ratu, S.H., MBA 
20.Yodia Surya Nugraha, S.H. 
21.Juan Fery Situmorang, S.H. 
22. Dita Putri Utami, S.H. 
23.VIdy Fauzizah Sampumo, S.H. 
24.Rahmani Atm, S.H. 

Muhammad Yusuf Wahyudi, S.H. 
Enda Rachmawati, S.H. 
Senela Amala Putri, S.H. 
Samudi 

29.Supan, S.E. 
30. Martin Yohannes 
31.AtisJaelani 
32.Nada Septyana 
33, SuJy Leginasari 
34. Risdatu Sa'diah 
35.Budi Santoso 
36.Moh, Riko 
37. Muammar Khadafi 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 1 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id  

• LAP ORAN SIN GKAT 
RAPAT PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR 

• CPNS PUSPANLAK iTU 
SEKRETAPJAT JENDERAL DAN BADAN KEABLJAN DPR RI 

Hari/tanggal 	Jumat, 16 Agustus 2019 
Pukul 	 : 16.00-17.00 WIB 
Tempat 	 : Ruang Rapat Pusparilak UJ, Lt. 6, Rua.ng 608 

Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan KeaElian DPR RI 
KetuaRapat 	Rudi Rochrnansvah, S.H.. M.H. 
Acara 	 Rapat terkait Pembahasan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai 

Negeri Sipil Puspanlak ULI 

PesertaRaoat 
Analis Hukum: 
PPPN 

POKOK-POKOK RAPAT: 

I. PENDAIIIIILUAN 

Ketua Rapat rnembuka rapat pada pulcul 16.00 WIB 

H. PEMBAHASAN 

1. Masing-masing CPNS Analis I-Iukum menjelasican kepada internal Puspanlak UTJ 

tentrng program dalam rancangan aktualisasi dan hash aktualisasi, yakni 3 (buab) 

infografis yang telah seiesai dikeijakan; 

2. Program rancangan aktualisasi masing-masing CPNS Analis Hukuai, sebagai berikut: 

Anisa Rabmasari: Penyaian Infografis Info Judicial Review atas Hasil Putusan 

MK; 

Refaini Hasna Ghassani: Penyajiari Infogra±is Anotasi Putusan MK yang Cepat, 

Teipat, Singkat, Akurat. dan Mudah Diakses. 

3. Para CPNS Analis Hukum menerima masukan dan Kapus Panlak UTJ dan rekan keija 

di internal Puspanlak VU terkait hasil infografis, sebagaimana berikut: 



. Aniqq Pnhmclq2rp 

• Judul infouafis untuk diubah menjadi "Info Judicial Review" agar terkesan 

tidak kiasik dan menarik imtuk dibaca; 

• Judullnfografs menjadi "Info Judicial Review Undang-Undang No..... 

Putusan Na Perkara No..... 

• Harus bisa menjelaskan perbedaan Info Judicial Reviewdengan Anotasi, 

karena untuk orang awam, kedua hal tersebut terkesan mirip; 

• Rekomendasi penftng untuk dibedakan dengan amar putusan. Poin penting 

di rekornendasi dapat dibuat lebih menarik dengan menggunakan Punch 

Line; 

Rekomendasi terkait "daftar dalam Judicial Review"UlJ ASN ditarnbahkan 

kata "RUU"; 

Karena infografis Judicial Review,  liii tujuaunya untuk memudahkan 

Anggoia Dewan dan masyarakat dalarn inembaca Putusan IvIK, niaka 

paling lambat, esok harinya setelah putusan dikabulkan harus sudah dapat 

di upload. Hal mi nantinya akan rnenambah pendnanva nilai dad kegiata.n 

mi karena dapat menyajikan kecepatan informasi kepada Anggota Dewan 

dan masyarakat; 

Baiknya ada headline 2 (dua) sampai 3 (tiga) bans .sebelum arnar putusa.n, 

headline disini berupa inti/sesuatu yang urgent dari sebuah putusan, 

sehingga infografis initidak hanya sebatas menyajikan arnar putusan; dan 

' Terkait headline itu sendiri dapat dicari yang isunya sangat penting da[arn 

putusan tersebut. 

b. Refaini Hasna Ghassani: 

• Frasalistilah "Anotasi" dapat diganti dengan frasalistilah "Ringkasan 

Perubahan Lindang-Undang" di kemudian han; 

• Penulisan "Anotasi 2017" "Anotasi20 12' dan seterusnya lebih tepat diubah 

menjadi langsung ketahun "2017", "2012" dan seterusnya; 

Penulisan 'Putisan MX No...... "  sebaiknya diubah nnenjadi "Putusan MX 

Perkarallo.........  

Putusaii yang nomor perkaranya satna, lebih baik langsung dijad.ikan satu 

agar tidak multitafsir seakan-akan terdiri dan 2 putusan yang berbeda; 



Pasa] 73 avat (2) din n1 7 	jTj P+1 	 tarkai Fraa 

"sepananc,  Liclak dimaknai dan tidak mempunyai kekuatan hukum 

meagikat" sebaiknya dii adikan dalarn satu kalimat karena kalimat 

selanjütnya memillJci pemaknaan yang sama juga hal mi sesuai dengan 

pernilisan amar putusan yang terbaru. Selain itu, hal tersebut juga guna 

mempersingkat isi dari infografis tersebut; 

• Pain 'catatan merupakan inti utama dari infografls mi sehingga seharusnya 

lebih dinerbesar lagi; 

• Infografis UTJ Pentilu disisipkan gambar kotak pemilu yang lebih terlihat; 

• Frasa 'bertentangan" di bold/underline; 

• Terkait infoarafis L1J MD3, judul antarundangundang dan perubahannya 

untuk disatukan menjadi 'Puwsan MK Ut' 1 7Tahun 2014 dan UU 2 Tahun 

2018"; 

Presentasi power point terkait hash infografis tidak perlu terpotong..potong: 

dan 

Judul infografs terkait kalimat "AnotasiPutusan MK" sebaiknya diubab 

meni au "AnotasiPasallAyat UtT yang dibatalkan dcngan Putusari 

Malikamak Konstitusi" - "Undang-TJndang Nomor ......... tentang ............ atau 

Iangsung menjadi 'AnotasiPutusan Na terhadap UU ..... " untuk disesuaikan 

dengan ruang dalarn infografis yang dibuat. 

Ill, KESLMIPLTLAN 

Infografis yang telah dibuat oleh CPNS, diinstruksikan oleh forum untuk diperbaiki dan 

disempurnakan sesuai saran dari peserta rapat guna rnemperoleh hasil yang sesuai dengan 

tujuan yang tel.ah ditentukan. - - - 



IV. PENUTUP 

Rapat Etutup pada pukul 17.00 WIB, 

Jakarta, 16 Agustus 2019 

Mengetahui, 

Kepala Pusat Pemantauau 

Pe!aksanaan Undang-LJndang 

Rudi R chnaansvah. S.H.. M.E 

NIP. 190213.199302.1001 



DAFTAR HADIR 
RAIPAT PEMAPARAN PUBLIKASI NEOGRAFIS ANOTAS[ DAN INFO JUDICIAL 

REVIEW PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

Tanggal 	: Jumat, 16 Agustus 2019 
Waktu 	15:00:00 s.d. 16:00:00 
Tempat 	: Ruang Rapat Pusat Panlak UU Lt. 6 Ruang 608 Gd. Setjen DPR RI 
Acara 	: PEMBAHASAN AKTUALISASI PELATII-IAN DASA..R CALON 

PEGAWAI NEGERT SIPIL PUSPANLAI( IJtJ 

NO NAMA JAATAN TANDATANGAN 

 Rudi Rociunansyah SN, M.H. Kepala Pusat Pernantauan Pelaksanaan 1. 
UndangUndang  

 Dahiiya Bahnan, S,H., M.H, Kepala Subbagian Tata Usaha 2. 

 Hariyanto, S.H. Koordinator Bidang Pemantauan 3 
Peraturan Pelaksanaan U[ldang-Undang 

 Poedji Poerwanti, S.H., M.H. Koordator Bidang Pemantauan 14, 
Palaksanan UndangUndang 

 Yudarana Sukamo Putra, S,H., Perancang Peraturan Perundang- 
LLM Undangan Peama  
Nur Azizah, SH., M.H. Analis Hukum  6; 

 MauIidiallovta, S.H., M.SL. 1  Analis Hu.kurn 

S. Ester Yolanda Friska, SN., Analis Hu1tm 
M.H.  

 Reza Azhari, S.H., LL.M. AnalisHukurn 9. 

 [ra Chandra Fuspita, S.H., Analis Halcum 
M,H. ______________________ 

 Yosa Jeremia Donovan, SN., Analis Hum  

 Bintang WicaksonoAjie, SN., Analis Hukum 

 Puth Ade NoMta Sad, S.H., Anahs Hukum 13.s1 
M .  _____________________ 

 AnisaRahmasarL S.B. Analis Hukum 14 

 Refainl 1-lasna Ghassani, S.H. Analis Flukurn 

 S. Anus Tiirnarawulau, S.H. Analis Hukurn 16.Al  
 Phianti Mean Dewanti, S.H. Analis Hukum 17. 

 Rr. Lucia P Dewi Dainayanti Analis Huan 18 	H 
Yudakusuma. S.H., M,i. 

. - 



[T Mega Jriar]na Ratu, S.EL, vmA AnalisHukum 	 I9\,, 	/ 

TJi Yodia Surya Nugraha, S.H. Analis 1-julcum 
__  

20. 

 Juan Fery SitLmorang, S.H. Analis Hukuin 21.ç  

 Dita Putri Utami, S.H. T Analis Hukum 22.  

T Vidy Fauzizah Samnurno, SH. Anaiis Hulcum 23.( 

Rahinarii Atm, S.H. Analis Hukuxu 24, 1  
 Muhammad YusufWahyudi. Analis Hukam 25. 	4 

S.H.  

 Inda Rachmawati, S.H. Analis 1-lukum 26. 

27, Sanela Arnalia Putri, S.H. I Analis Hukum  

 Samudi 	 Staff 28, 

 Supian, S.E. Staff 2( 

 Martin Yohannes Staff 

 Atisjaelani Staff 
 

 Nadia Septyana Staff 

 SulyLeginasari 	 Staff 33. 
\ 

 Risdatu Sa'diah Pramubakti 3  4.(J~~ 
35, Budi Saritoso Pramuhaku I7 	A 

 Moh. Riko Pramubakti 36. 
 

 Muarnmar Khadaf Pramabakti 37. 
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Penjelasan Pasal 
10 ayat (1) huruf 
c bertentangan 
dengan UUD 
1945 dan tidak 
mempunyal 
kekuatan hukum 
mengikat 

Ji Pasal44ayat(1)hurut 
b dan Pasal 44 ayat (2) 
huruf b bertentangan 
dengan UUD 1945 dan 
tidak . mempunyai 
kekuatan hukum 
mengdcat 

Frasa "pekerjaan Iain 
dalam Pasal 182 huruf 
I bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak 
mem

~F~W 
 kekuatan 

hukukat secara
bersy 	sepanjang 
tidak 	dimaknai 
mencakup 	pula 
pengurus (fungsionaris) 
partal politlk. 

Kata "han" dalam' 
Pasal 468 ayat (2) 
bertentangan 
dengan 	UUD 
1945 dan tidak 
mempu 
kekuatan

nyai 
 hukum 

mengikat secara 
bersyarat 
sepanjang tidak 
dimaknai 	had 
kerja'. 

UNDANG.UNDANG 
tBADAN KEAHLIAN DPR RI 

Frasa hanya difakukan dan selesa, 'di.TPS/TPSLN yang': 
:L 3  bersankutar, pada hart pemungutan' sUaraw dalam Pasal 

383 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan. 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara: 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai Mhanya dilakukan dan 
selesai di TPS/TPSLN. yang bersangkutan . pada han 
pemungutan suara dan 'dalam hal perhitungan suara belum 
selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua 
belas) jam sejak berakMrnya han pemungi tan suara' . 

Frasa "paling 
 

gbat 3O 1iI puluh) han" dálan' Pasal 210 
Lj11 ayat (1) bertengan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukurn mengikat secara bersyarat 
sepanjang tidak dimaknai 'paling lambat. 30 (tiga pufuh) 
had sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih 
karena kondisi tidak terduga" di luar kemampuan dan 
kemauan pemilih karena sakit tertimpa bencana alam,, 
menjadi tahanan, serta karena menjatanican tugas pada 
saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) 
han sebeluin han pemungutansuara" 

lasa "kartutanda penduduk 
ji elektronik" dalam Pasal 348 ayat (9)' 

bertentangan dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak mempunyai. 
kekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai 
"termasuk pula surat keterangan 
perekaman kartu tanda penduduk 
elektronik yang dikeluarkan oleh 
dinas kependudukan dan catatan 
sipil atau instansi lain yang 
sejenisnya yang memiliki 

'keWeflanganuntukitU' 

'ii Frasà"3 (tiga) táu5ØIma)óran( 
.kJ'dalam' Pasal 10 ayat (1) bunuf c' 
• bertentangan dengan UUD 1945 

dan'tidak mernpunyal kekuatan 
hukurn mengikat secara 
bersyarat sepanjang tidak 
dlmaknal "5 (lima) orang.,. 

Frasa 
3 '(tiga) 'orng' 

dalam Pasaf 52 ayat (1) 
bertentangan 'dengan 
UUD 1945 dan tidak 
mempunyal kekuatan 
hukum mengikat secara 
bersyarat 	sepanjang 
tidak dimaknai "5 (lima) 
orang'. 

yj Frasa "dan jumlah anggota 
LJJ KPU Kabupaten/Kota" 

dalam Pasal 10 ayat (3) 
dan Lampiran I sepanjang 
nincian table Jumlah 
Anggota Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten/Kota" 
bertentangan dengan 
UUD Tahun 1945 dan 
tidak 	mempunyai 
kekuatan 	hukum 
mengikat. 

Pasal 173 ayat (3) bertentangan 
kJ dengan ULJD Tahun 1945 dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum 
mengikat 

Frasa te!ah ditetapkan/" dalam 	- - 

L' Pasal 173 ayat (1) bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 	 • 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat 

Pasal 571 huruf d bertentangan 	Pasal 557 ayat (2) bertentangar 
dengan IJUD Tahun 1945 dan tidak - 1 dengan UUD Tahun 1945 dan tida' 
mempunyai kekuatan hukum 	mempunyal kekuatan hukun 
mengikat 	 I 	mengikat 



rt iii1I 

Hingga kini, 6 Pasal/Ayat 
dalam UU Praktik Kedokteran 
te!ah dibatt'kan melalui 3 
Putusan MK dan be!um 
ditindaklanjuti dengan adanya 
perubahar, UU mi. 

Pasal 	79 	sepanjang 
mengenai kata-kata 
"kurungan paling lama 1 
(satu) tahun atau" 
bertentangan dengan UUD 
Tahun 1945 sepanjang tidak 
dimaknai, dan tidak 
mempunyai 	kekuatan 
hukum mengikat 

Pasal 75 ayat (3) sepanjang 
mengenai kata-kata apenjara 
paling lamci 3 (tiga) tahun atau" 
bertentangan dengan UUD 
Tahun 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat 

Pasal 79 huruf c sepanjang mengerlal 
kata-kata uatau  huruf? bertentangan 
dengan UUD Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai, dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat 

Putusan MK Perkara 
Nomor 4/PU U-Vt 2007 

Pasal 76 sepanjang 
mengenai kata-kata 
ttpenjara paling lama 
3 (tiga) tahun atau" 
bertentangan 
dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak 
mempunyai 
kekuatan hukum 
mengikat 

A N OTAS I PASA L/AYAT YA N G D I BATA L KA N 
DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

UNDANG-UNDANG NOMOR. 24 TAHUN 2004 
TENTAN G 

PRAKTIK KEDOKTERAN 

Frasa "jumlah anggota Konsit Kedokteran Indonesia 17 (tujuh 
betas) orang yang terdiri atas unsur-unsur yang berasal dan : (a) 

utusan MK Perkara Nomor organisasi profesi kedokteran 2 (dua) orang" dalam Pasal 14 ayat 
(1) huruf a bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak 

10/PUUXVf 2017 mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang unsur 
"organisasi profesi kedokteran" tidak dimaknai sebagai tidak 
menjadi pengurus organisasi profesi kedokteran 

Pasal 73 ayat (2) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 
tidak mempunyal kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai, "Setiap orang dilarang menggunakan a/at, metode, atau 
cara lain dalam niemberikan pc/a yanan kepada masyarakat yang 
menimbulkan kesari seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter 
atau doktergigi yang te!ah memiliki surat tanda registrasi dan/atau 
surat izin praktik. kecuali tukang gigi yang mendapat izin praktik 
dari Pemerintah" 

Putusan MK Perkara Nomor 
40/PUU-X/2012 

Pasal 78 bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai, "Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan a/at, metode, atau cara lain 
dalam memberikan pelayanan kepado masyarakat yang men imbulkan kesan seolah-olah yang 
bersangkutan ada/oh dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat tanda 
registrasi doktergigi atau surat izin praktik, kecuali tukanggigi yang menciapat izin praktik dari Pemerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (limo) 
tahun atau dencla paling ban yak Rp 150.000.000,00 (seratus limo puluhjuta rupiah)" 

I: 	 ___ 77 



Pasal 115 ayat (2) bertentangan dengari 
UUD 1945 dan tidak mempunyal 
kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai Pimpinan BKSAP terdiri 
atas I (satu) orang ketua don paling banyok 
3 (tiga) orong wakil ketua yang dipi!ih dan 
dan o!eh ongyoto BKSAP dalam satu paket 
yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi 
sesuai dengan pnnsip musyawarah untuk 
mufakot dengan mengutamakan 
keterwakilan perempuan menurut 
penimbangan jumlah anggota tlap-tiap 
fraksi. 

Pasal 121 ayat (2) bertentangan dengan 
U!JD 1945 dan tidak menlpunyai 
kekuatari hukum mengikat sepanjang 
tidak d)maknai Pimpinan Mahkamah 
Kehormatan Dewan terdiri atas 1 (satu) 
orang ketua don paling ban yak 2 (duo) orang 
wakil ketua yang dipilih dati dan oleh 
anggota Mahkamah Kehorma tan Dewan 
dalam satu pciket yang bersifat tetap 
berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan 
prinsip musyawarah  untuk rnufakat dengan 
rnengutamakan keteraiakilan perempuan 
menurut perimbangan jumlah anggota 
tiaptlap fraksL 

Petal 152 ayat (2) bertentangari 
dengan UUD 1945 dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknal 
Pimpinon BURT terdiri atas I (5atu) 

orang ketuo dan paling banyak 3 (tiga) 
orang wakil ketua yang dipi)ih dari dan 
oleh anggota BURT dalam saW paket 
yang bersifat tetop berdasarkan usulan 
fraksi sesuai dengan pninsip musyawarah 
untuk niufakat dengon mengutomakan 
kete,wakilan perenipuan menurut 
perimbangan jumlah anggata tiap-tiap 
fraksL 

- 	f\YTi 

INFO SINOKAT - 
16 Pasol/Ayat dolam UU MD3 
dibatalkan melalui 4 Putusan 

MK. 
Sebagian 	besar Pasal/Ayat 
dalarn Anotasi 	2014 	telah 

ditindakianjuti, namun 
Pasal/Ayat dalam Anotasi 2018 
belum ditiridakionjuti dengan 
adanya perubahan UU ml. 

20141 

Frasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan 
Dewen dalam Petal 245 ayat (1) bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai "persetujuan tertulis dan 
Presiden' dan selengkapnya menjadi 'Pemanggilan dan 
perrnintaan keterangani untuk pen yidikan tethadap anggota DPR 
yang diduga melakukan tindok pidana harus mendapat 
persetujuan tertulis dari Presiden". 

Fnasa "persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehonmatan 
Dewan' dalam Pasal 224 ayat (5) bertentangan dengan 
IJUD 1945 dan tidak mernpunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai 'persetujuan tentulis 
dari Presiden" dan selengkapnya menjadi Pemonggilan dan 
permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga 
melakukan tindak pidana sehubungan dengan pe!aksanoan 
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3). 
dan ayot (4) harus mendapatkan persetujuan tentulis" dan 
Presiden". 

	

ANOTASI PASAL/AVAT UU YANG DIBATALKAN 	_ 

	

DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSMSI 	 jF 
.I1  

	

IJNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 	 — 
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN 

	

I IMflANJC.J IMflAMC. MflMflD 1) TM-Il IM fl1R 	 204 
aat 71 huruf c bertentangan dengan UUD 1945  

t)dak mempunyal kekuatan hukum mengikat TENTANG MPR. DPR. DPD & DPRD (MD3) panjang tidak dimaknai 	meribahas rancangan 
dang-undang yang diajukan oleh Presiden. DPR 
u DPO yang berkaitan dengai otOnomi claerah. Pasal 166 ayat (2) bertentangan 

dengan UUD 1945 dan tidak Pasal 	277 	ayat 	(1) 	bertentangan Pasal 250 ayat (1) bertentangan dengan (JUD 1945 dan 
bungan dan daerah, pembentukan dan pemekaran menpunyai 	kekuatan 	hukum dengan 	UUD 	1945 	dan 	tidak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
rta penggabungan daerah, p1gelolaan sumber mengikat 	sepanjang 	tidak mempunyat 	kekuatan 	hukum tidak dimaknai 	Dalam metaksanakan wewenang dan 
ya alam dan seumber daya ekoriorni lairinyn, serta dimaknai 	Rnncuzigan 	undan- mengikat sepanjang tidak dlrnaknai tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 249. DPO 
rimbangan keuangsn pusat dn daerah, dengan 

DPD 	 diambil tngikutsertakan 	 sebelum 
ursdang 	sebaoinsasa 	dfrnaksijcl 'Rancangon 	sndnng-undang 

di,iwkstid dulam Pssoi 276 s&joairnana 
inemiliki kemaisdirian dIam menyusun anggaron yang 

risetujuan bersarna antara DPR dan Presiden" 
p, 	ayat 	( 
ukadsreik 	disornpaikn 	secara omit 	131 	besrto 	riskoh 	akadenuk 

dituangkun ke dalam 	dan kegiatan program 	 disampalkan 
kepada Preslden untuk dibahas bersama DPR sesuai 

twtulis olek pimpirian DPD kepado diampoikari 	derigun 	strut 	pengontcr dengan ketentuari peraturan perundang-undairgan 
ninpinun IJPR don Pr&den pirnpinon OPO kepodci plmpinan DPR dan 

Presiden 

Petal 97 ayat (2) bertentangan dengan 
UUO 	1945 	dan 	tidak 	mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang 	 201 	 ' tidak dimaknai "Pimpinars framisi terdiri atas 	 4 	 "  
I (satu) arang ketua dan poling ban yak 3 (tigo) 
arong wakil ketua yang dipilh dari dan oleh 	Putusan MK Perkara Nomor 

tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan 	 82/Pu uXl 1/2014 
ang,gota karma, dalam satu pa<et yang bersifat 

prinsip musyawarah untuk riufokat  dengan 
mengutamakan kete,wakilan perempuon 
menurut perimbangan )umlai anggota tiap-
flop fraksi' 

2018 Pasal 73 ayat (3). ayat (4), ayat (5). dan 
ayat (6) bertentangan dengan UUD Tahun 
1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat 

Pasal 122 huruf I bertentangan dengan 
(AID Tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 

LJ1O!f 

Frasa "Pemanggi(an dan permintaan ketercingon kepada anggotci DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidono yang tidok sehubungani dengan 
pelaksanaan tugas sebagairnana dimakaud slalom Pasal 224 hanus mendapatkan persetujuan tertulis dori Presiden" dalam Pasal 245 ayat (1) 
bertentangan clerigan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dalam konteks semata-mata 

pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana. 
Frasa setelah rnendapat pertimbangan Oar) Mahkamah Kehormatan Dewan' dalam Pasal 245 ayat (1) bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan 

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Sehingga Pasal 245 ayat (1) selengkapnya menjadi: Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak 
pidana yang tidak sehubu-igan dengan pelaksonaan tugas sebogaimana dirnaksud dalam Pasal 224 harus mendapotkan persetujuan tertulis dan Presiden.' 

• 	@puspanlak_uu 	UI) www.puspanlakuu.dpr.go.id  

Paal 104 ayat (2) bertentangan dengan 
JJUD 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai 'Pimpinan Badan Legislasi 
terdini atas I (satu) orarig ketua dan paling 
banyak 3 (tiga) arang wakil ketua yang 
dipilih dan) don oleh anggota Badan Legislasi 
dalam satu paket yang bersifat tetop 
berdasarkan usuktn fraksi sesual dengan 
prinsip musyawarah untuk niufakat  dengan 
mengutamakan keterwakll an perempuan 
menurut perimbangan jumlah anggota tiap-
tiap froksi 

Pasal 109 ayat (2) bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
phnpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 

(satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) 
orang wakil ketua yang dipilffi dari dan oleh 
clnggota Badan Anggaran dalam satu paket 
yang bersifat tetap berdasarkon usulan fraksi 
sesuai dengan prinisip musjawarah untuk 
mufakat dengon mengutamalcin keterwakilan 
perempuan menurut perimaangan jumlab 
anggota tiap-tiap fraksi° 

Pasal 158 ayat (2) bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempJnyai kekuatan 
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
'Pinipinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) 
orang ketua dan paling ban yak 3 (tiga) orang 
wok)l ketua yang dipilih don) can oleli anggota 
panitia khusus berdasarkan prinsip 
musyaworah un'tuk muiakat  dengan 
rnengutamakan keterwakilan perempuan 
menurut perimbangan jumta 5i anggota tiap-
(lap fraksi. 
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.ii XL ' 	 16.51 	 60%EiJ COACHING 1 (22 Juli 2019) 
<106 	. Bu Shanty Irma Id... EJ 

llll.Il 	 liii.). 

Assalamualaikum thu Shanty, maaf 
Bu mau bertanya, apakah 
dimungkinkan untuk isu kamatnya 
diganti menjadi kalimat positif? 
Karena atasan saya ternyata masih 

kurang berkenan apabila ada kata 
belum/kurang/tidak di rancangan 
maupun laporan.. 

Terima kasih Bu 

.oil 	 16.52 	 60%J .1IIXL 	 16.52 

(106 	Bu Shanty Irma Id... IJ'I % 	<106 	8u Shanty Irma id... E 

fotokan kembak 3 isu strategisnya  

	

l•ii. 	 __________ 
..... 	 • 

Siap makasih ya Bu..... 

	

Isu AwaI.PNG 	- 

You 
Terlampir isu saya Bu, untuk yang 

....Isu Perubahan.PNG 	perubahan saya coba buat sesuai arahan 
beliau tanpa mengguriakari belum namun 

Terlampir isu saya Bu untuk yang 	sip intinya substansi tdk berubah 	
:. 

perubahan saya coba buat sesuai 	ya  

arahan beliau tanpa menggunakari  
belum.. namun belum saya 
korifirmasi kembali pada beliau Bu 

Bu Shanty Irma Idrus 

sip, intinya substansi tdk berubah ya 

Iya tidak berubah Ibu... 

Taâ S.I. 1e(use} 
o ay 

LVna.nj 	 )i 	 .4WOj.fl 	 Oil., 
O.OiS l..k Axk 	 fitw 	

- -, 
UNWMS4 fli. 	Aa0jol.i Lii'II Il. - 

_- 	................. 

a. 	Iliil 	(l4, 	Lk..ii 	 / S -1 

c?@J9 +__i_ II
..  

Makasih ya Ibuu 	-- 

Tue, 23 Jul 

vo 



COACHING 2 (23 Juli 2019) 

.jl XL LTE 	 10.58 	 98% 	' sill XL LIE 	 10.58  

<112 	
BuShanty Irma Idr... OQ 	

<112 	
Irma ldr. 0,1  

Assalamualaikum 8u Shantyy, maaf 
Bu mau bertanyaa, kalau di tahapan 
kegiatan nanti ada perubahan itu 
masih bisa kan Bu? Untuk di 
laporan akhir sedikit berbeda 
dengan yg sudah dikumpulkan 
kemarin? Kemudian, untuk yang 
time table yg sudah dilampirkan 
kemarin kalau nantinya ternyata ada 
perubahan menjadi masalah tidak 
Bu? 

Terima kasih Ibu 

waalaikum salam 

boleh, selama bukan hal 
substansial yg rubah 

dan perubahan tsb tdk mencapai 
75 % dr rancangan 

waalaikum salam 

boleh, selarna bukanhal 
substansiäl yg rubah 

dan perubahan tsb tdk mencapai 
75 % dr rancangan 

Oke Bu, jadi selama bukan 
substansi berganti isu tidak 
masalah ya Bu ... ? 

Terima kasih yaa buu 

You 
Oke Bu, jadi selama bukan substansi 
berganti isu tidak niasaah ye Bu ..? 

iya, tapi kegiatanx jangan terlaku 
banyak diganti ki mis ada 6 keg, 
cukup 1 maks 2 keg yg berubah 

Oke Bu, jadi selama bukr 
substansi berganti isu ti 
masalab ya Bu ... ? 

+ 	 G4 + 

Oke slap lbuuu, makasih Bu Sha 0 



COACHING 3 (5 Agustus 2019) 

COACHING 4 (20 Agustus 2019) 

AM 



COACHING 5 (28 Agustus 2019) 

COACHING 6 (2 September 2019) 



FORMULIR PERSETUJUAN COACH 
PADA TAHAP RANCANGAN AKTUALISASI 

Nama Peserta : REFAINI HASNA GHASSANI, S.H. 

Unit Kerja PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN 
UNDANG-UNDANG 

Gagasan Pemecahan Isu : PEMBUATAN INFOGRAFIS ANOTASI 
PUTUSAN MK YANG CEPAT, TEPAT, AKURAT, 
DAN SINGKAT 

Catatan terhadap Gagasan Pemecahan Isu 

.. . 

...................................................................................... dst 

Rekomendasi 

..................................................................................... dst 

Jakarta, 18 Juli 2019 

COACH, 

(Dr. Shanty Irma idEas, ST., MM.) 
NIP. 197803282010012012 



Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

KARTU KENDALl 
PROSES PEMBIMBINGAN AKTUALISASI ANTARA PESERTA DENGAN COACH 

PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN II 
TAHUN 2019  

Nama 	: Refaini Hasna Ghassani, S.H: 	 Nama Coach : Dr. Shanty Irma Idrus, S.T., M.M. 

Instansi 	: Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

NIP. 	.199402012019032002 

Jo. Tanggal Isu Permasalahan yang Dibahas Media Rekomendasi Pembimbingan Tanda Tangan 

Pembimbingan  Komunikasi  Coach 
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Kepala Bidang Pelaksanaan 
Pusdiklat Setjen dan BK DPR RI 

(k)Pem bim bingan 	yang 	sah 	adalati 
pembimbingan yang ditandatangani oleh 
Coach 

.H., M.H. 


